BAB Il
GAMBARAN PERMASALAHAN TREATY SHOPPING
di INDONESIA

A. Gambaran kasusTreaty Shopping di Indonesia

Berikut ini disinyalir merupakan kasus praktikeaty shoppingyang
terjadi di Indonesia. Pihak yang terlibat merupagarusahaan yang didirikan di
Indonesia (penduduk Indonesia) dan mengakibatkdonkesia kehilangan potensi
pemajakannya. Dikatakan kehilangan potensi pemajakarena Indonesia
seharusnya dapat mengenakan pajak yang lebih besaai dengan ketentuan
yang seharusnya berlaku, namun dengan melakukanaskendirianconduit
company pengenaan pajak Indonesia menjadi terbatas.

Skema yang dilakukan mengakibatkan tarif pajak ydikgnakan menjadi
lebih rendah. Atas selisih tarif tersebut, Indoaeskehilangan potensi
pemajakannya. Sebagai ilustrasi dapat dicontohkelalon kasus berikut ini, di
mana kasus tersebut terjadi ketika Indonesia mas#miliki P3B dengan
Mauritius. Berikut adalah gambaran kasus yang gisikan Baker:

An Indonesian company wished to raise a loan fosir®ss
purposes: if it had done directly, they would hdeen a 20%
withholding tax on the interest it paid. Insteadraising the loan
directly, it established a Mauritius subsidiary whithen issued
the loan, with JP. Morgan acting as trustee for dboolder.

Interest paid from Indonesia to Mauritius benefitddom

Indonesia- Mauritius tax treaty, with a reducedhiiblding tax at
10%. Interest paid from Mauritius for the benefittmndholders
was not subject to any withholding t&x

Perusahaan Indonesia, katakanlah PT. BCD, membanukkna untuk
kegiatan bisnisnya. Untuk itu PT. BCD menerbitkaras hutang sebagai sumber
pendanaannya. Adapun penerbitan surat hutang tersedan menimbulkan
penghasilan bunga bagi para pemegang surat hutangt{oldey dan PT. BCD
berkewajiban untuk melakukan pemotongan pajathfiolding tay.

Pajak yang harus dipotong oleh PT. BCD adalah seldés%6 dari jumlah

bruto, jikabondholderyang menerima penghasilan bunga merupakan WajdkPaj

2 philip Baker, “Beneficial Ownership: After Indofdg GITC Review Vol. VI, No. 1,
hal. 18, Februari 2007.
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Dalam Negeri Indonesia. Tarif tersebut diatur daldasal 23 UU PPh
Indonesid® Namun, jika dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar édiegmaka
withholding taxyang berlaku adalah 20% yakni sesuai dengan yeatgrdialam
Pasal 26 UU PPH.

Tarif withholding tax yang dipungut memiliki besaran yang berbeda
dengan yang diatur dalam Pasal 26 jika terdapaggiaran di dalantax treaty
Artinya, tarif yang berlaku adalah tarif yang teatelalamtax treaty Indonesia
dengan negara mitra dan bukan menggunakan keteRfagal 26. Biasanya tarif
yang berlaku merupakan tarif yang lebih rendah gang diatur dalam undang-
undang domestik. Hal ini terjadi karetax treatymemiliki fasilitas pajaktteaty
benefity yakni berupa pengurangan taréquced ratg

Penasihat keuangan PT. BCD menyarankan untuk men®0B.Ltd
sebagaiSpecial Purpose VehicléSPV) untuk menerbitkan surat hutang yang
dijamin penuh oleh PT. BCB. Pendirian BCD. Ltd dilakukan di Mauritius,
dimana tarif Withholding yang berlaku saat itu berdasarkan P3B Indonesia-
Mauritius adalah 10% untuk pembayaran bunga daorasia kepada BCD.Ltd,
dan bukan 20% sebagaimana yang diatur dalam P#&sall2 PPh. Alasan
digunakannya Mauritius sebagai negara pendirian, 3®Y¥ena negara tersebut
tidak mengenakawithholding taxatas pembayaran bunga kepadadholdey®
danbondholdermemilih Bank FGH sebagai wali amanati§teg yang bertugas
sebagai agen pembayaran.

Keuntungan yang diperolebondholderadalah mendapatkan keringanan
pajak, dimana penghasilan yang timbul, hanya dimptoajak dengan tarif yang
lebih rendah. Pertimbangan tersebut menarik niwadholdersuntuk membeli
surat hutang PT. BCD. Di sisi lain, PT. BCD meniknpenghindaran mekanisme

gross-upyang besar atas bunga yang dibayarkan.

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun3198bagaimana yang telah
Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991abgwUndang Nomor 10 Tahun 1994,
dan Und%ng-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Ibid.

> Michel N Kandev, Davies Ward Philips, dan VinnahetBeneficial Ownership:
Indofood Run Wild”", Tax TopicsNo0.1812, hal. 1.

® Negara Mauritius merupakan negara yang mengaasttastorial, dimana pajak hanya
akan dikenakan atas penghasilan yang diperoletdd&im negerinya, sehingga penghasilan yang
diperoleh dari luar negeri, dalam hal ini adalahggamaan bunga dari PT. BCD kepada BCD.Ltd
tidak akan dikenakan pajak, selain itu, bunga yalitzayarkan kepada investor juga tidak
dikenakan pajak.
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Sebagaimana yang diatur dalam perjanjian, babeadholder hanya
menanggung pajak sebesar 10%. Telah disepakatiseblelumnya bahwa jika
terdapat perubahan dalam tarif pajak, maksudnyaadfapajak meningkat, maka
selisih tarif tersebut merupakan tanggungan dari BCD. Tanggungan yang
dibebankan kepada PT. BCD, sehingga mengharuskanBED melakukan
gross-up

Dalam rangka melakukan pinjaman, maka PT. BCD meamkontrak
dengan BCD.Ltd, dimana isi kontrak tersebut idedgkgan kontrak yang dibuat
BCD.Ltd dengarbondholder Dalam kontrak tersebut diatur juga, yakni jumlah
uang yang dipinjam dari dan ke Mauritius adalah asabegitu juga dengan
penghasilan bunga yang timbul. Adapun jumlah daaagydipinjam adalah
sebesar USD 280,000,000, dengan tingkat bunga ssbpsar 10.375%, dan
jangka waktu pinjaman adalah 5 tahun, dimulai d&rduni 2002 sampai dengan
18 Juni 2007. BCD.Ltd terdiri atas 4 susunan duekR merupakan penduduk
dari Indonesia, dan sisanya penduduk dari Mauritiaspa memiliki karyawan
lain selain 4 susunan direktur tersebut.

Telah disepakati bahwa pembayaran bunga dilakulaiaps 6 bulan
sekali. Juga diatur bahwa hari pertama ketika PCDBmembayarkan bunga
kepada BCD.Ltd, maka pada hari kedua BCD.Ltd akembayarkan langsung
kepadabondholder Lebih lanjut, kedua belah pihak mengikat kesetzakaahwa
PT. BCD berhak untuk mengembalikan pinjaman lekiblalengan menyertakan
alasan-alasan yang jelaGeasonable measures)Segala perselisihan yang
mungkin terjadi, telah disepakati akan diselesaidamuka Pengadilan Tinggi
Inggris English High Court sebagai badan yang berhak untuk memutuskan.

Pada 1 Januari 2005 dilakukan penghapusan P3Bés@oiMauritius. Hal
ini berdampak pada naiknya pajak yang harus digptoleh PT. BCD, dari
sebelumnya 10% menjadi 20%. Sesuai dengan penawgiag telah dilakukan,
PT. BCD, diharuskan melakukagross-up pada pembayaran bunga sehingga
pembayaran kepad&ondholder akan berjumlah sama seperti sebelumnya.
Kondisi tersebut tentunya menimbulkan beban yangihlebesar bagi

PT. BCD dalam melakukan pembayaran bunganya katiésabah pula dengan
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adanya kenaikan suku bunga di pasar yang memihakitlr,’ sehingga
PT. BCD memilih opsi dengan melakukan pembayar&aligeis atas seluruh
pinjaman yang telah dilakukan.

Bank FGH selakurusteedari bondholdermenyikapi hal tersebut dengan
memberikan skema alternatif, yaitu dengan memifitaBZD untuk mendirikan
SPV lainnya di Belanda. Misalnya SPV yang berad8alanda tersebut adalah
X.BV dan bertugas untuk mengambilalih peran SPWduritius. Adapun yang
menjadi alasan mengapa Bank FGH memberikan upssanaiif tersebut adalah
untuk menghindarkabondholderkehilangan potensi pendapatan.

Atas pendirian SPV di Belanda, maka PT. BCD dihemapmembayarkan
bunga pinjaman ke sana, kemudian dari sana akaimindikn kembali ke
Mauritius untuk selanjutnya dibayarkan k@ndholder Atas skema tersebut, tidak
dimungkinkan bagi PT. BCD untuk membayarkan bunggaman lebih awal
sehingga berimplikasi pada tetap terjaganya penaapgaondholder Secara
sederhana, gambaran kasus PT. BCD akan lebihmakdui skema di bawah ini:

Diagram I11.1
Sebelum Terminasi P3B Indonesia — Mauritius

PT. BCD W BCD Ltd. - Bondholder
o «-——

Sumber: Data Diolah Sendiri

BCD Ltd. menerima pinjaman dasondholderyang kemudian dikirimkan
langsung kepadaparent company (PT.BCD). Atas pinjaman tersebut
menimbulkan penghasilan bunga yang dibayarkan lep&D Ltd. dan terutang
withholding taxsebesar 10%. Pembayaran yang diterima dari PT.B€Hiada
BCD Ltd. seluruhnya diteruskan kepadendholder tanpa terutang pajak,

sebagaimana yang diatur pada ketentuan domestikithdau

" pada dasarnya, tidak ada hubungan (implikasi)siamg dengan kenaikan suku bunga
di pasar, hal ini disebabkan perjanjian pinjamangydilakukan oleh pihak-pihak diatas, sepakat
bahwa suku bunga sebesar 10,375% adaded rate
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Diagram Ill. 2
Setelah Terminasi P3B Indonesia — Mauritius
(Sebeluml nterposition Dilakukan)

Bondholder

A 4

BCD. Ltd

A 4

PT. BCD

20%
Sumber: Data Diolah Sendiri

Saat terjadinya terminasi P3B Indonesia-Mauritioeka terjadi pula
perubahan tarif pajak yang berlaku. Tidak lagi ngemgkan tarif 10%, tetapi
kembali kepada tarif yang diatur dalam UU PPh Irekien Pasal 26 sebesar 20%.
Oleh karena itu, penghasilan bunga yang dibayakkpada BCD.Ltd dikenakan
pajak sebesar 20%. Sebagaimana yang diatur dalammakp maka PT.BCD
diwajibkan untuk menanggung selisih pajak terselMgkanisme yang dapat
dilakukan PT.BCD adalah dengan menggunakan mefiads-up

Diagram Ill. 3
Setelah Terminasi P3B Indonesia — Mauritius
(Apabila Interposition Dilakukan)

PT. BCD 10% _ X BV

0%

Indonesia Belanda v
BCD Ltd

Mauritius | 0%

A 4

Bondholder

Sumber: Data Diolah Sendiri
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Jika opsi yang ditawarkan oleh Bank FGH diterinmaka jumlah
pembayaran yang dilakukan PT.BCD akan kembali kedisb semula. PT.BCD
akan memungut pajak sebesar 10% terhadap pembayanga kepada X.BV di
Belanda dengan menggunakan ketentuan P3B IndoBekiada. Pembayaran
bunga dari PT.BCD yang diterima X.BV tidak dikenakgobal tax(world wide
incomé oleh Belanda® hal ini dikarenakan adanya bunga yang harus dikaga
kepada BCD.Ltd, dimana menjadi biaya yang mengurgegghasilan yang
diterima X.BV. Adapun penghasilan yang diterima X.Bianya berasal dari
penerimaan bunga yang jumlahnya sama dengan perabalganga, dihasilkan
bahwa X.BV tidak memiliki keuntungan.

Belanda tidak memiliki keuntungan atas selisih daaya yang terjadi,
oleh karena itu tidak dikenakannya pajak atas p&sigin bunga tersebut. Dalam
pembayaran bunga dari X.BV kepada BCD.Ltd, olehaBe#’® pajak yang
dikenakan adalah sebesar 0%, disebabkan kdreaty pada Belanda dengan
Mauritius membebaskan pajak atas pembayaran buaga memiliki usia diatas
2 tahun. Kemudian, atas bunga yang dibayarkan kepaddholderdari X.BV,
oleh Mauritius tidak dikenakan pajak.

Skema yang diajukan oleh Bank FGH ditolak, PT. B@&lalui nota yang
diberikan BCD. Ltd. Alasan mengapa skema terseliotal adalah, PT. BCD
menganggap bahwa X.BV yang bertugas menerima psit@habukanlah
merupakanbeneficial owner sehingga berdasarkan ketentuan P3B Indonesia-
Belanda, X.BV tidak dapat menerimeduced rateyang disediakan. Alasan yang
diajukan PT. BCD tidak dapat diterima oleh Bank FGBng mana menganggap
alasan yang diajukan PT. BCD tidak memenutasonable measurestas
perbedaan tersebut, akhirnya kasus ini dibawa lefaaglish High Court.
Terhadap kasus ini, Surahmat memberikan pandanganny

Adalah sesuatu yang tidak fair, ketika PT. BCD nagakan
bahwa perusahaan yang di belanda bukah&ateficial owner
sedangkan perusahaan di Mauritius dianggepeficial owner
Terlihat adanya persepsi yang mendua yang digun@kaBCD
yang seolah-olah mengatakan bahwa dirinya tidakyetejui

8 Belanda merupakan Negara yang menganut asas suditvema pajak dikenakan
terhadap seluruh penghasilan yang dihasilkan bark dalam negeri maupun luar negeri. Asas
pemajakan ini biasa disebut dend&orld Wide IncomatauGlobal Tax

"9 Hak pemajakan berada di tangan Belanda.
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suatu praktikireaty shoppingnamun mereka melakukareaty
shoppingmelaluiconduit companyi Mauritius®

B. Ketentuan Domisili Pajak, Penghasilan Pasif, dan Anti-Treaty

Shopping Menurut P3B Indonesia-Belanda.

Mayoritas penduduk Indonesia mendirikan SPV di Béd&® Selain itu
juga, Belanda menerapkan sistem yang menguntundiaib Pajak Luar
Negeri®® Tidak hanya itu, dalam P3B Indonesia-Belanda fEati&ketentuan
tentang bunga yang menerapkan tarif pajak atasebbimgga 0% dan ketentuan
yang mengatur penangkalan prakiikaty shoppingmenggunakan acuan yang
disediakan oleh OECD Model, dimana Belanda merupakegota dari OECD.
Berikut pasal-pasal yang mengatur tentang donfiskal, penghasilan pasif, dan
ketentuaranti-treaty shoppindperdasarkan P3B Indonesia-Belanda:

Pasal 4

Domisili pajak

1. Dalam ayat ini, yang dimaksud dengan “penduduk damatu negara’
(pendudukresiden) berarti setiap orang/badan yang menurut perunrdang
undangan negara tersebut, dapat dikenakan pajakgdira tersebut. Untuk
orang pribadi ditentukan berdasarkan domisilinyeuaempat kediamannya.
Sedangkan untuk badamnresidentnya ditentukan berdasarkan tempat
kedudukan manajemennyaffective manageményang merupakan tempat
perusahaan mengambil keputusan yang menentukan &eddijakan
perusahaan, tempat pendiriannyedrporated atau atas kriteria lainnya yang
sifatnya serupa.

3. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan dalaml=agaang pribadi menjadi
penduduk pada kedua negara, maka statusnya akatuiiin sebagai berikut:
(a) la akan dianggap sebagai penduduk negara da nmemmempunyai

tempat tinggal tetappérmanent honje Akan tetapi, jika ia mempunyai

80 wWawancara Rahmanto Surahmat, Praktisi PerpajdlanPartnerErnst&Young, dan
Prasetio, Sarwoko dan Sandjgansult (Kantor Ernst&Young, Gedung BEI, Jakarta), tandtja
November 2008, pukul 15.30 sampai dengan 16.00.

81 Dian Safitrj Analisis Praktek Treaty Shopping Wajib Pajak Dal&legeri Indonesia
dan Ketentuan Anti-Treaty Shopping Indonesiasis, MAKSI FE-UI, Jakarta, 2007, hal. 64,
bahan tidak diterbitkan.

82 |bid.
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tempat tinggal tetap di kedua negara atau tidak itikémya, maka ia
akan dianggap sebagai penduduk negara di mana @punyai
hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat yaagjaui tempat yang
menjadi pusat perhatiannyeefiter of vital intere3t
(b) Jika negara yang menjadi pusat perhatiannyak tidapat ditentukan,
dimana ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap alats satu negara,
atau memilikinya di kedua negara, maka ia akan gdjap sebagai
penduduk salah satu negara di mana ia mempunypateyang biasa ia
gunakan untuk berdianh@bitual abodg
(c) Jika ia mempunyai tempat kebiasaan berdianedu& negara atau sama
sekali tidak memilikinya di salah satu negara teusemaka pejabat yang
berwenang dari kedua negara akan memecahkan masaisdbut
melalui persetujuan bersamduytual Agreement Procedure
Pada ayat ini, orang pribadi yang dianggap memiiika kependudukan
(double resident dari kedua negara yang melakukan perjanjian, akan
diputuskan berdasarkan tempat tinggal yang dimyi&i Akan tetapi, jika
tempat tinggalnya tidak dapat ditentukan, makakianadinilai berdasarkan
tempat ia memiliki pusat kepentingan yang dapaihatlil dari hubungan
ekonomis, maksudnya adalah saat dirinya mendapaihpsilan atau dari
hubungan personal. Begitu seterusnya, hingga dicapatu pemutusan
bersama oleh otoritas yang berwenanQorfipetent Authorily untuk
menentukamecidencenya.
Pada ayat ini, jika suatu badan menjadi pendymhda kedua negara, maka
badan tersebut akan dianggap sebagai penduduk anegamana tempat
management effectireya berada, yaitu tempat kedudukan perusahaamdala
mengambil keputusan, yang merupakan arah kebijakansahaan. Namun,
jika tidak dapat ditentukan, maka kembali keduaalp&j negara dari negara
yang melakukan perjanjian akan duduk bersama umgénentukannya

(Mutual Agreement Procedure
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Pasal 10

Dividen

1.

Dividen yang dibayarkan dari penduduk suatu negepada penduduk negara
lainnya dapat dipajaki di negara lainnya. Pada aggt hak pemajakan
diletakan pada negara domisili sebagai negara ya@mgerima pembayaran
dividen.

Namun, negara sumber sebagai negara pembayar rdiigga dapat
memajaki. Besaran pemajakan yang dapat dilakukah akgara sumber
hanya dibatasi sebesar 10% dari jumlah bruto. A&tapi, besaran pemajakan
tersebut hanya diberikan kepada pihak yang memgedduduk dari negara
domisili serta menjadi pemilik sebenarnya dari pesjan tersebut

(beneficially ownegd

Pasal 11

Bunga

1.

Sama halnya dengan dividen, bunga yang timbul sizaiu negara kepada
negara lainnya dapat dipajaki di negara lainnya

Namun, negara tempat bunga tersebut dibayarkart degraajaki, akan tetapi
besarannya tidak melebihi 10% dari jumlah brutcséBen tarif 10% tersebut
hanya diberikan kepada pihak yang menjadi pendddumegara domisili dan
penerima penghasilan yang sebenarigaéficial ownex.

Menyimpang dari ketentuan di atas, terhadap buragey yimbul atas suatu
pinjaman yang memiliki durasi 2 tahun, maka hak gekan berada di tangan
negara domisili. Artinya, jika negara Indonesia mpaxkan negara sumber dan
Belanda merupakan negara domisili, serta pinjanaany yliberikan berjangka
waktu 2 tahun, maka hak pemajakan berada di tamganda. Adapun

pemajakan atas bunga pinjaman, Belanda menerajlak sebesar 0%.

Pasal 12
Royalti

1. Royalti yang dibayarkan dari penduduk suatu ned&m@ada penduduk
negara lainnya hanya dapat dipajaki di negara Yainsehingga negara
lainnya yang merupakan negara domisili pada daaab®rhak untuk

memajaki penghasilan royalti
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2. Namun, negara sumber juga dapat memajaki, yang imessannya tidak
melebihi tarif sebesar 10%. Dimana, sama sepentiggteran yang
terdapat dalam bunga dan dividen, tarif tersebutyhadapat dipajaki
kepada penduduk dari negara yang melakukan pemadan merupakan
pemilik yang sebenarnyaéneficial owneydari penghasilan royalti.
Ketentuan Anti-Treaty shopping

Dalam laporanCommittee on Fiscal Affairgyang berjudul Double
Taxation and The Use of Conduit Compa@¥CD Commentariesnengeluarkan
serangkaian ketentuan yang dapat diadopsi olelranggag mengikat perjanjian
untuk menangkal praktitkeaty shoppingAdapun ketentuan tersebut antara lain:

1. Look trough approach
A company that is a resident of a contractirggesshall not be
entitled to relief from taxation under this convent with
respect any item of income, gains or profits iisitowned or
controlled directly or through one or more compamie
wherever resident, by persons who are not residenia
contracting staté’

Sebuah perusahaan yang mana adalah penduduk dgarangang
melakukan perjanjian tidak berhak mendapatkanitasipajak atas penghasilan,
keuntungan atau laba jika perusahaan tersebutikiiratbu dikuasai langsung,
melalui satu atau beberapa perusahaan yang bukampakan penduduk dari
negara yang melakukan perjanjian. Pendekatan innba&sireduced rate
kepada perusahaan yang dimiliki oleh orang yangabukerupakan penduduk
dari negara yang melakukan perjanjian (pendudukanm@edetiga). Besaran
kepemilikan oleh orang yang bukan merupakan peridwthri negara yang
melakukan perjanjian diserahkan kepada negararya&tmkukan perjanjian.

2. Exclusion Approach
No provision of the convention conferring an exeompfrom,
or reduction of, tax shall apply to income receiwegaid by a
company as defined under section ... of the ... Actinder
any similar provision enacted by ... after the signatof the
conventior*

Pendekatan ini membatasi perusahaan yang mendapgtidakuan
khusus dari negara tempat dia menjadi pendudukkudapat mengeksekusi

8 Ster Van WeegheQp.Cit, hal. 213.
# bid, hal. 214.
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reduced rate Perlakuan khusus tersebut datang dari negara yatak
mengenakan (mengecualikan) atau mengenakan tdai gang rendahspecial
previlage atas sebuah penghasilan berdasarkan ketentuarstiormegara
tersebut kepada suatu perusahaan yang diklaskd@ssebagai perusahaan
dengan karakteristik tertentu. Perlakuan khususlapiat juga dibatasi atas suatu
penghasilan, misalnya: bunga, royattgpital gain (keuntungan selisih aktiva)
atau komisi yang diterima direktur. Akan tetapi @ikeainan dalam pendekatan ini
tertuju kepada perusahaan dengan karakteristitert

3. Subject to tax approach

Where income arising in a contracting state is reed by a

company resident of the other contracting state ane or

more persons not resident in that other contracttaje

a. Have directly or indirectly or through one or mo
companies, wherever resident, a substantial interesuch
company, in the form of a participation or othersyis

b. Exercise directly or indirectly, alone or togeth the
management or control of such company.
Any provision of this convention conferring an egéan
from, or a reduction of, tax shall apply only t@ame that
IS subject to tax in the last-mentioned state unthex
ordinary rules of its tax la#®

Pendekatan ini membatasi sebuah perusahaan yawgakan milik dari
penduduk negara ketiga yang menerima penghasilaand penghasilan tersebut
tidak dikenakan pajak (bukan merupakan objek pajdk)negara domisili.
Sehingga perusahaan tersebut tidak memiliki kewajibntuk membayar pajak
atas penghasilan yang diterimanya. Oleh sebab péunusahaan tidak dapat
memperolelreduced rate

4. Channel Approach

Where income arising in a contracting state is reed by a

company that is a resident of the other contractstate and

one or more persons who are not resident of thdterot

contracting state

a. have directly or indirectly or through one or more
companies, wherever resident, a substantial interesuch
company, in the form of a participation or othergjisnd

b. exercise directly or indirectly, alone or togethethe
management or control of such management

Any provisions of this convention conferring an regéon

from, or a reduction of, tax shall not apply if reothan

% Ibid.

Universitas Indonesia
Analisis peranan..., Anggi Padoan | Tambunan, FISIP Ul, 2008



48

50 percent of such income is used to satisfy cldgnsuch
persons (including interest, royalties, development
advertising, initial and travel expenses, and demgon of
any kind of business assets including those on temma
goods and processed).

Peraturan dalam perjanjian ini tidak dapat meml@rigengurangan atas
tarif pajak kepada perusahaan yang dimiliki atekuasai oleh penduduk dari
negara ketiga, jika lebih dari 50% dari penghasiiégunakan untuk diberikan
kepada penduduk negara ketiga (termasuk bunga,ltiroygngembangan,
pengiklanan, beban perjalanan, dan penyusutanasttsaset termasuk barang
tidak berwujud dan produksi)Treaty benefitstidak dapat dinikmati oleh
penduduk yang menerima penghasilan yang dimilildase substansial dan
dikendalikan oleh orang yang bukan merupakan peandwthri negara mitra
(penduduk negara ketiga). Dimana penghasilan yatsgirda lebih dari 50%
dibayarkan kepada orang tersebut. Dengan kata peimghasilan yang diterima
sebagian besar (lebih dari 50%) tidak dinikmati n¢igara mitra perjanjian,
sehingga tidak dapat dipajaki atau dipajaki derjgariah yang paling minimum.

Pendekatan-pendekatan yang disebutkan di ataspalem pendekatan
yang mengatur secara umum, diperlukan peraturam Ulmtuk melengkapi
ketentuan tersebut. Adapun pendekatan-pendekatasu&hyang dipersiapkan
olen OECDCommentaryadalahBone Fide CaseBone Fide Casegu sendiri
diartikan sama dengan pendekatan di atas, yaitagsebpendekatan untuk
mendeterminasikan apakah perusahaan merupakan cuaduit companyatau
tidak. Adapun pendekatan-pendekatan tersebut daiara

a. General bonafide suggestion

Menghendaki bahwa pendirian perusahaan harus ddgamdeh motivasi

bisnis géound business reasgndan bukan semata-mata dibuat untuk

menikmatireduced raté’

% |bid, hal. 215
87 Gunadi,Op.Cit, hal. 206
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b. Activity Provision
Penghasilan yang diperoleh harus dari kegiatanaus&tif (substantive
business operatiofs maka sudah seharusny@aty benefitsdiberikan
kepada WPDN negara mitra perjanjf&n.

c. Amount of tax provisions
Ketentuan ini menekankan bahtaaty benefityyang diklaim dari negara
sumber adalah sama atau kurang dari pajak yangaetya dikenakan di
negara domisili. Dengan kata lain, apabila tidak adnlah pajak yang
tidak dibayar sampai pada jumlah tertentu oleh reeg@misili, dimana
tarif pajak yang dikenakan di negara domisili adatéama atau bahkan
lebih kecil, maka Wajib Pajak tersebut tidak berhtdsreduced raté®

d. Stock Exchange Provisions
Memberikan secara otomatisduced ratekepada suatu perusahaan yang
tercatat di lantai bursa di salah satu atau keeégana perjanjiafy’

e. Alternative relief provisions
Menjelaskan bahwa apabila suattonduit companyditolak untuk
pemberianreduced rate namun conduit companytersebut berada di
bawah kendali negara ketiga yang memilitk treaty dengan negara
sumber, makaconduit companytersebut dapat diperlakukan sebagai

beneficial ownedan berhak untuk diberikarduced rate*

C. Ketentuan Mengenai Domisili Fiskal, Penghasilan Pdfs dan Anti-
Treaty Shopping Dalam P3B Indonesia-Amerika Serikat
Amerika memiliki pedoman tersendiri dalam melakukaerjanjian
perpajakan dengan negara mitranya, yalt Model Tax ConventiorHal ini
mengartikan bahwasannya Amerika tidak menggunakah Mbdel ataupun
OECD model dalam pembuatan P3B-nya. Lebih lanjatj deluruh P3B yang
telah diikat Indnesia dengan negara mitra, klausuitation on Benefitsebagai

anti-treaty shopping provisiofianya dimiliki dalam P3B Indonesia dengan

% |bid.
% |bid.
% |bid.
*! Ibid.
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Amerika Serikat semata. Fungsi daimitation on Benefitdtu sendiri adalah
untuk menentukan, apakah perusahaan yang mengsksetuced ratememang
ditujukan untuk mendapatkannya.

Berikut pasal-pasal yang mengatur tentang donfisikal, penghasilan
pasif dan ketentuamanti-treaty shoppingberdasarkan P3B Indonesia-Amerika
Serikat:

Pasal 4
Domisili Fiskal
1. Dalam Perjanjian ini, istilah "penduduk suatu NegRihak pada Perjanjian"
berarti setiap orang atau badan, yang menurut dangaundangan Negara
tersebut, dapat dikenakan pajak di Negara tersbbtdasarkan domisili,
tempat kediaman, tempat pendirian, tempat kedudokamjemen, atau dasar
lainnya yang sifatnya serupa. Berbeda dengan Be)addlamtreaty ini,
dalam halpartnership, estate, atau trysistilah "penduduk suatu Negara
Pihak pada Perjanjian" ini hanya berlaku sepanjg@egghasilan yang
diperoleh partnership, estate, atau trusersebut dapat dikenakan pajak di
Amerika Serikat sebagaimana penghasilan yang daferpenduduk, baik
penghasilan tersebut ada di tangannya maupun pateghaersebut ada di
tangan pihak lain partners atau beneficiarigs Namun dalam ketentuan
Indonesia,trust, estate,dan partnershiptidaklah dikenal. Dapat dikatakan,
bahwa pada pasal ini telah terdapat pengaturaartghtmitation on Benefit
yang merupakarexclusion testdimana kepada badan dengan karakteristik
tertentu yang memperoleh perlakuan istimewa dibatagik mendapatkan
treaty benefit
2. Jika berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam ayabrél)g pribadi menjadi
penduduk di kedua Negara Pihak pada Perjanjianamak
a) la akan dianggap sebagai penduduk Negara PihakRegnjian di mana
ia mempunyai tempat tinggal tetagpe(manent hon)e Apabila ia
mempunyai tempat tinggal tetap di kedua NegarakPgza Perjanjian
atau sama sekali tidak mempunyai tempat tinggapteti salah satu

Negara tersebut, ia akan dianggap sebagai pendudgéra Pihak pada
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Perjanjian di mana ia mempunyai hubungan-hubungabagi dan
ekonomi yang lebih eraténter of vital intere$t

b) Jika Negara Pihak pada Perjanjian yang menjaditpeshatiannya tidak
dapat ditentukan, ia akan dianggap sebagai penddNdghkra Pihak pada
Perjanjian di mana ia mempunyai tempat yang biasgunakan untuk
berdiam(habitual abode)

c) Jika ia mempunyai tempat kebiasaan berdiam di kébhgmra Pihak pada
Perjanjian atau sama sekali tidak mempunyainyaatiihssatu Negara
tersebut, ia akan dianggap sebagai penduduk Negaa& pada Perjanjian
di mana ia menjadi warga negac#igenshif) dan

d) Jika ia menjadi warga negara dari kedua NegarakRaaa Perjanjian
atau sama sekali tidak menjadi warga negara safmhNegara tersebut,
maka pejabat-pejabat yang berwenang dari Negaak Riada Perjanjian
akan menyelesaikan masalahnya berdasarkan peesehgusama\utual
Agreement Proceduye

Berbeda dengan persetujuan yang ditutup Indonesigath Belanda, dalam ayat

ini, pengaturan mengenai permasalaresidentlebih lengkap. Dalam hal terjadi

dual residentmaka cara penentuannya dimulai secara berurutamdayat ini,
yaitu orang pribadi harus dilihat apakah ia memit&mpat tinggal tetap, jika
tidak bisa ditentukan maka pengaturan selanjutatizhjkepada tempat ia biasa
berdiam, begitu seterusnya, sampai dapat ditentukagara mana yang
merupakamnesidencebagi orang pribadi tersebut. Hal ini penting untliikkukan
karena berhubungan dengan hak pemajakan oleh guediksi pajak. Dalam
ayat ini dikedepankaritizenship hal ini ditengarai, bahwa ketentuan pajak

Amerika mengakui bahwa warga negara yang menegi@@ncarddiperlakukan

sebagai Wajib Pajak.

3. Untuk kepentingan ayat ini, tempat tinggal tetaplakl tempat di mana orang
pribadi menetap bersama keluarganya. Orang prixaatj dianggap sebagai
penduduk salah satu Negara Pihak pada Perjanjian bd&kan sebagai
penduduk Negara Pihak lainnya pada Perjanjian barkan ketentuan-
ketentuan ayat (2) hanya akan dianggap sebagaiugekdNegara yang

disebutkan pertama untuk keperluan Perjanjian farmasuk Pasal 28
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(Ketentuan-Ketentuan Umum Perpajakan). Ditekankansidi, Amerika
menerapkagenter of vital intereskepada hubungan personal orang pribadi.

4. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat @fusperusahaan menjadi
penduduk pada kedua Negara Pihak pada Perjanjiaka nperusahaan
tersebut akan dianggap sebagai penduduk Negarardi perusahaan tersebut
dikelola atau didirikan. Berbeda dengan Beland&nd&ketentuan ini, badan
dapat dianggapesidentketika badan tersebut didirikaim¢orporated.

Pasal 11

Dividen

1. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perusahaan yaegipakan penduduk
salah satu Negara kepada penduduk Negara lainmg dikenakan pajak di
Negara lainnya tersebut. Pengenaan pajak atasedipdda dasarnya hanya
diberikan kepada negara domisli.

2. Namun demikian, dividen tersebut dapat juga dikanagajak di Negara di
mana perusahaan pembayar dividen menjadi penduduttay dengan tarif
pajak sesuai dengan perundang-undangan Negarhuerssapi, jika pemilik
manfaat Beneficial owner dari dividen tersebut adalah penduduk Negara
lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak akan nilelelb% dari jumlah
bruto yang benar-benar didistibusikan. Pajak yaigndkan oleh negara
sumber tidak boleh melebihi sesuai dengan yangditiamtax treaty.Pada
ayat ini diungkapkan jelas bahwa negara sumber tdagganajaki namun
besarannya tidak boleh melebihi kesepakatan dajaraeyang melakukan
perjanjian.

Pasal 12

Bunga

1. Bunga yang bersumber dari salah satu negara p&d& perjanjian yang
diperoleh penduduk negara di pihak lainnya padgapgn pajak dapat
dikenakan pajak oleh kedua negara pihak pada [ianjanSama halnya
dengan dividen, pengenaan pajak atas bunga padengashanya diberikan
kepada negara domisili. Namun;

2. Tarif pajak yang dapat dikenakan oleh salah saganmaepada pihak perjanjian

tersebut dan dimiliki oleh pemberi pinjaman yang nikemati bunga
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(beneficially ownedyang merupakan penduduk negara pada pihak lainnya
pada perjanjian tidak akan dikenakan lebih dari &b jumlah bruto bunga
tersebut.

. Menyimpang dari ayat (1) dan (2), bunga yang bebsmrrdi salah satu Negara
Pihak pada Perjanjian yang diperoleh Negara Pihalya pada Perjanjian
atau perantara atau perwakilan dari Negara PihaRkyla tersebut yang bukan
merupakan subjek dari pengenaan pajak penghasildaghra Pihak lainnya
tersebut akan dikecualikan dari pajak di Negarayyisebutkan pertama.

. Ayat (2) tidak berlaku jika penerima bunga, yangupakan penduduk salah
satu Negara Pihak pada perjanjian, mempunyai seaituk usaha tetap atau
tempat tetap di Negara Pihak lainnya pada Perjanjian piutang yang
menghasilkan bunga tersebut mempunyai hubungartifetiEdngan Bentuk
Usaha Tetap atau tempat tetap tersebut. Dalam dwlkdhn, ketentuan-
ketentuan dalam Pasal 8 (Laba Usaha) atau Paqélek®&rjaan Bebas) akan
berlaku.

. Jika jumlah bunga yang dibayarkan kepada orangfbadag mempunyai
hubungan istimewa melebihi jumlah bunga seandaitipayarkan kepada
orang/badan yang tidak mempunyai hubungan istimé&etntuan-ketentuan
dalam Pasal ini akan berlaku hanya atas jumlah @w&andainya tidak
dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Dalam hal demjljumlah kelebihan
pembayaran tersebut dapat dikenakan pajak olemgiasasing Negara Pihak
pada Perjanjian sesuai dengan perundang-undangaenyasuk ketentuan-
ketentuan dalam Perjanjian ini.

. Istilah "bunga" yang digunakan dalam Perjanjianbeiarti penghasilan dari
obligasi, surat utang, surat berharga pemerintahy dukti-bukti utang
lainnya, baik yang dijamin dengan hipotik atau sbexrharga lainnya maupun
tidak dan baik yang mempunyai hak atas pembagizen t@aupun tidak, dan
segala bentuk tagihan utang, serta semua bentukhasitan yang menurut
perundang- undangan pajak Negara Pihak pada Ranamgi mana
penghasilan tersebut bersumber dapat dipersamakayand penghasilan yang

diperoleh dari uang yang dipinjamkan.
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Pasal 13

Royalti

5. Royalti yang bersumber di salah satu negara pileajamian yang diperoleh
penduduk negara pihak lainnya dapat dikenakan pdjakedua negara
tersebut. Berbeda dengan ketentuan bunga dan djvidada ayat ini,
penghasilan atas royalti, pembagian hak pemajalentaku bagi kedua
negara. Negara sumber dapat memajaki begitu juggadenegara domisili,
namun besarannya tetap terbatas atas kesepakdtznegara

6. Tarif pajak yang dikenakan oleh suatu Negara Pipa#ta Perjanjian atas
royalti yang bersumber di Negara Pihak pada Pegjanersebut dan dimiliki
oleh pihak yang menikmati royaltibéneficially ownep tersebut yang
merupakan penduduk Negara Pihak lainnya pada Harjatidak akan
melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah bmdgalti yang dijelaskan
dalam ayat 3 (a) dan 10% (sepuluh persen) dariglimbruto royalti yang
dijelaskan dalam ayat 3 (b). Sama halnya dengaghasilan dividen dan
bunga, bahwaeduced ratenanya berlaku kepada penduduk yang merupakan
penerima manfaat yang sesungguhmgnéficial owney.

Pasal 28

Ketentuan-ketentuan Umum Perpajakan

6. Pengaturan terhadap badan (bukan orang prilzihak untuk mendapatkan
treaty benefityang berupaeduced rateatas penghasilan dividen, royalti atau
bunga, kepada badan, dimana dalam hal perusahaah, dari 50% dari
jumlah lembar tiap-tiap kelompok saham perusahaaiiiki secara langsung
atau tidak langsung oleh suatu kombinasi dari attu lebih dari:
(i) Orang pribadi penduduk Amerika Serikat;
(i) Warga negara Amerika Serikat;
(i) Orang pribadi penduduk Indonesia;
(iv) Perusahaan-perusahaan yang sebagian besar sal@iparg@agangkan

secara reguler di bursa saham yang diakui keduarag®\ASDAQ
atau BEI);

(v) Negara-negara pihak pada perjanjian.
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Pengaturan ini biasa disebut dengawr{ership te3tdan penghasilan yang
diperoleh tersebut, dalam jumlah yang berarti ls&ara langsung maupun
tidak langsung, dimana sebagian besarnya dijadik@ya (merupakan

pengurang dasar pengenaan pajak penghasilan) téernbasiga atau utang
royalti kepada orang atau badan yang bukan pendddwk negara yang

melakukan perjanjian atau penduduk negara ketiglain§ga atas penghasilan
yang diperoleh tersebut tidak dapat dinikmati dgara yang mendapatkan
penghasilan pengaturan ini biasa disebut dergase(erossion test

7. Tarif reduced rateakan langsung diberikan jika,

a. orang/badan tersebut adalah satu perusahaan dikedgorapok utama
sahamnya diperdagangkan secara regular dalam jugaab berarti
(biasanya lebih dari 50%) di suatu bursa efek ydiagui (recognized
stock exchange tgsatau

b. Jika pendirian, perolehan, dan pengelolaan damgdbadan tersebut
tidak dimaksudkan untuk memperoleh manfaat-mandaat perjanjian
ini (sound business reasataubusiness purpose tgst

8. Untuk kepentingan ayat (7) (a), istilah “bursa efakg diakui” berarti :

a. Sistem NASDAQ yang dimiliki olehThe National Association of
Securities Dalers, In¢ dan setiap bursa efek yang terdaftar pada
Security and Exchange act1®34;

b. Bursa Efek Jakarta (berganti nama menjadi Bursk Ei@onesia setelah
Bursa Efek Jakarta melakukarergerdengan Bursa Efek Surabaya).

c. Bursa efek lainnya yang disepakati bersama olela p&jabat yang
berwenang dari kedua negara pihak pada perjanjian.

Berdasarkan perjanjian Amerika Serikat-Indonese&ddpat ketentuan
yang berfungsi mencegah terjadinya praktigaty shopping Dimana dalam
ketentuan tersebut diatur serangkaian tes-tes unarientukan apakah penduduk
dari negara perjanjian berhak untuk mendapatkaaty benefityang berupa
reduced rate Adapun serangkaian tes tersebut adadamership testyang
dijalankan bersamaan dengbaseerosion testrecognized stock exchange fest

business purpose testausound business reasafanexclusion test
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BAB IV
ANALISISPERMASALAHAN TREATY SHOPPING DI
INDONESIA DAN KETENTUAN MENANGKAL PRAKTIK
TREATY SHOPPING

A. Peranan Limitation On Benefit Sebagai Penangkal Praktik Treaty

Shopping
A.1l. Implikas Perpajakan Atas Skema Treaty Shopping di Indonesia

Skema treaty Shopping pada dasarnya merupakan skema yang
mengkondisikan pihak ketiga untuk memperoleh kewmdn P3B tfeaty benefits
dimana keuntungan tersebut tidak ditujukan kepagayd. Mekanisme yang
dilakukan adalah dengan menggunakzwmnduit companysebagai entitas yang
bertugas menyalurkan keuntungaeaty kepada penduduk negara ketiga. Tentunya
hal ini berdampak pada hilangnya potensi pemajakamkedua negara.

Hutagaol menyatakan bahwa:

“Semua negara jelas dirugikan dengan adargaty shoppingtidak

hanya negara sumber melainkan juga negara dofili.

Pendapatnya tersebut juga disetujui oleh Gunadi:

“Treaty shopping memang pada dasarnya menghilangkan potensi

pemajakan.. %

Hilangnya potensi penerimaan negara sumber tenetd selisih dari jumlah
yang seharusnya dikenakan dengan jumlah yang myleémakan. Kerugian inipun
dialami oleh negara domisili. Kerugian yang dialat@h negara sumber dan negara
domisili dapat diterapkan dengan contoh berikutbuaé perusahaan, katakanlah
PT.KLM adalah WPDN dari negara A yang memiliki PB8ngan negara B, namun
tidak memiliki P3B dengan negara C. Lebih lanjutgara B mengikat perjanjian
dengan negara C.

% Wawancara John Hutagaol, Guru Besar Ekonomi Pashaiepala KPP Tebet,
(KPP Tebet, Jakarta), tanggal 18 November 2008,ldk 45 sampai dengan 13.20.

° Wawancara Gunadi, Mantan Dirut Pemeriksaan daryifikan Pajak Dirjen Pajak
Depkeu, Guru Besar Program llmu Administrasi FIBIP{Gedung PPATK lantai 4, Juanda, Jakarta
Pusat), tanggal 6 November 2008, pukul 15.00 sadgajan 15.30.
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PT.KLM membutuhkan dana untuk pengembangan usahdnysgara A,
untuk itu PT.KLM melakukan pinjaman kepada RST.Ging berkedudukan di
negara C. Namun karena negara A dengan negaraak meémiliki P3B, maka
pengenaan pajak yang dipungut oleh negara A adsdbbhsar 20%, sebagaimana
yang diatur dalam ketentuan domestik negara A. Mgag bahwa negara A
mengikat perjanjian dengan negara B, yang mengangenaan pajak atas bunga
sebesar 10%, maka PT.KLM membganduit companyli negara B. Adapun dalam
P3B negara B dengan negara C telah disepakati b&dmifayang berlaku adalah
sebesar 0% terhadap penghasilan bunga.

Pada kondisi normatif, dimana PT.KLM meminjam daaa NOP.Ltd yang
merupakan penduduk dari negara B, juga seliagjaeficial owneratas bunga yang
diperoleh, maka atas bunga pinjaman tersebut N@méthak mendapatkareaty
benefitberupareduced ratesebesar 10%. Targlobal taxyang berlaku di negara B
adalah sebesar 30%. Jika penghasilan atas bungsasd®p.100 juta dan merupakan
satu-satunya penghasilan yang diterima NOP.Ltghaaua biaya yang keluar, maka
negara B akan mengenakan pajak sebesar Rp.30kgraydian dikurangi dengan
Kredit Pajak Luar Negeri yang dipungut oleh negAraebesar Rp.10 juta. Jadi,
negara B akan memungut pajak sebesar Rp.20 juapataghasilan yang diterima
oleh NOP.Ltd.

Tentunya hal ini tidak akan terjadi, jika skerneaty shoppingditerapkan.
RST.Co sebagabeneficial owneryang berkedudukan di negara C dan mengingat
negara B dan negara C mengikat perjanjian sepaitak ummenerapkan tarif 0% atas
penghasilan bunga yang timbul. Oleh karena itu, R6Tmembuat skema untuk
mengurangi pajak atas penghasilan bunga yang didapa

Untuk itu RST.Co membuat perusahaan di negara Balnya adalah
NOP.Ltd, yang hanya bertujuan untuk mpass troughpenghasilan yang didapat
dari PT.KLM, sehingga kedudukan NOP.Ltd di sinilatissebagatonduit company
Seiring dengan pembuatan NOP.Ltd di negara B dajalaesesuatunya telah
memenuhi persyaratan yang ada dalam ketentuananBgsertareaty yang berlaku,
makareduced rateberlaku atas pinjaman yang diperoleh PT.KLM da@mLtd,

Universitas Indonesia
Analisis peranan..., Anggi Padoan | Tambunan, FISIP Ul, 2008



58

yaitu sebesar 10%. Apabila penghasilan bunga mkampgenghasilan yang diterima
satu-satunya oleh NOP.Ltd, maka akan diakui olgfareeB bahwa penghasilan yang
diperoleh NOP.Ltd adalah sebesar Rp.100 juta.

Status yang disandang NOP.Ltd adalebnduit company dikarenakan
NOP.Ltd bertugas untuk menerima pinjaman yang dipbr dari RST.Co dan
mengirimkannya kepada PT.KLM. NOP.Ltd juga bertugastuk menerima
pembayaran bunga dari PT.KLM untuk kemudian diteans kembali kepada
RST.Co. Sehingga bagi NOP.Ltd timbul suatu kewajihantuk membayarkan
kembali kepada RST.Co, dimana kewajiban tersebutupagan biaya yang
mengurangi penghasilan. Pajak akan dikenakan atagabsebesar 0%, sebagaimana
yang diatur dalam P3B antara negara B dan C. Adaesaran penghasilan bunga
yang didapat dan kewajiban membayarkan kembali, inkenjumlah yang sama.
Hasilnya, nilai yang didapat untuk menghitung pewgaglobal taxadalah 0 (nol).

Dasar pengenaan pajak yang bernilai O tersebutikdiarbahwa NOP.Ltd
tidak dikenakamlobal taxdi negara B. Dibandingkan antara kondisi norndsiigan
kondisi treaty shopping maka terjadi selisih pengenaan pajak. Sementalamd
kondisi normatif, negara B dapat mengenakan pagdesar Rp20 juta, namun
dengan skemdreaty shoppingnegara B tidak mengenakan pajak. Jelas hal ini
menimbulkan kehilangan potensi pemajakan di negardimana negara B adalah
negara domisili.

Kaitannya dengan Indonesia, dimana Indonesia dijgas sebagai negara A
yaitu negara sumber, potensi pengenaan pajak ydagghadalah sebesar 10%.
Dalam hal ini Indonesia diposisikan sebagai nega@misili yang sama
kedudukannya dengan negara B, pengenaan pajakhjlang akan lebih besar lagi,
mengingat Indonesia mengenakglobal tax dengan tarif PPh Badan hingga 30%.
Sejalan dengan hal tersebut, penting bagi Indonestak mencegah terjadinya

praktik treaty shopping
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A.2. AnalisisKasus Treaty Shopping di Indonesia

Skematreaty shoppingadalah skema untuk mendapatkar benefitsyang
disediakartax treaty dimana keuntungan tersebut tidak ditujukan kepalgiak yang
tidak berhak. Pada kondisi itu, maka terdapat ighkator yang dapat digunakan
untuk mengetahui bahwa suatu transaksi dikatakamakoiean skematreaty
shopping Adapun ketiga indikator tersebut antara lain:

1. Adanyatreaty benefityyang disediakan oleh suateaty yang tidak ditujukan
untuk digunakan oleh pihak ketiga, dan

2. Adanyaconduit companygebagai perusahaartermediaryyang didirikan di
negara mitra (negara domisili) dari negara sundzer,

3. Adanya kerugian bagi negara sumber, dikarenakamdniatau berkurangnya
potensi pemajakan.

Melalui ketiga indikator tersebut di atas, makaqgian terhadap transaksi
yang dilakukan oleh PT.BCD dapat dilakukan guna imétikan apakah PT.BCD
melakukartreaty shoppingTransaksi pertama yang akan diujikan adalah &dBB
Indonesia—Mauritius masih berlaku. Kedua, ketikaB P&hdonesia—Mauritius
dilakukan terminasi.

o Sebelum Terjadinya Terminasi P3B Indonesia-M auritius

Pemegang surat hutandpofidholde)y selaku pembeli surat hutang yang
dikeluarkan oleh BCD.Ltd merupakan pihak-pihak yangrupakan penduduk dari
negara yang tidak mengadakan perjanjian P3B dehwgdonesia. Implikasi yang
terjadi adalah, jikabondholder melakukan transaksi pinjaman langsung dengan
Indonesia, maka atas transaksi tersebut akan diaenpajak sebesar 20% atas
penghasilan bunga yang timbul. Sehingpgadholdermerupakan pihak ketiga yang
tidak ditujukan oleliax treatyuntuk mendapatkameduced rate

BCD.Ltd dibentuk dengan tujuan yang terbatas untwmlenyalurkan
penghasilan bunga dari PT.BCD kepdmtendholdey maka dapat disimpulkan disini
bahwasannya BCD.Ltd dibentuk hanya sebagaduit companyang bertugas untuk
menyalurkarn(conduit) penghasilan dan memenuhi aspek legal yang dité3Btdan
ketentuan domestik Indonesia. Adapun aspek legej gguntut daripada P3B adalah
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perusahaan tersebut harus merupakan pendudukadain satu atau kedua negara
yang mengadakan perjanjian, sebagaimana yang diktiarPasal 1 P3B Indonesia-
Mauritius. Sedangkan aspek legal yang dituntut detentuan Indonesia adalah
penerbitan Surat Keterangan Domisili (SKD) oleh aragmitra yang menyatakan

bahwa BCD.Ltd merupakan penduduk Mauritius, selmagaa yang diatur dalam

Surat Edaran yaitu SE-03/PJ.101/1996.

Terpenuhinya persyaratan yang dituntut oleh PBB ketentuan domestik
Indonesia, menjadikan BCD.Ltd telah memenuhi segmdesyaratan legal. Oleh
karena itu, bagi dirinya secara legal telah benaikik mendapatkareduced rate
Reduced rateyang dinikmati tersebut pada dasarnya bukan diajukepada
penduduk negara ketiga. Namun, skemn@aty shoppingmengkondisikan hal
tersebut, sehingga terjadi pembatasan pengenaak panana seharusnya Indonesia
mengenakan pajak sebesar 20% atas pembayaran panga) pengenaan pajaknya
menjadi terbatas sebesar yang diatur dai@mtreatyyaitu 10%. Tentunya hal ini
mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian dik&anakehilangan potensi
pemajakannya sebesar 10%.

Berdasarkan uraian di atas, mabkandholder sebagai pihak ketiga tidak
ditujukan olehtax treatyuntuk mendapatkaineaty benefitderupareduced rateHal
lain dapat dilihat dari BCD.Ltd yang didirikan segbapass-tough companyang
berfungsi sebagantermediarydan memenuhi aspek legal yang dituntut oleh P3B
dan ketentuan domestik Indonesia, sehingga BCOdiduinpulkan sebagatonduit
company Atas pertimbangan bahwa pembuatan transaksiuttizak melaluiconduit
company sehingga terjadi pembatasan pengenaan pajak bdgnésia, dimana
Indonesia kehilangan potensi pemajakannya, makesaksi yang dilakukan antara
PT.BCD dengamondholdemerupakan praktikeaty shopping

* Sesudah Terjadinya Terminas P3B Indonesia-M auritius

Terjadinya terminasi P3B Indonesia-Mauritius, makangakibatkartreaty
shoppingyang dilakukan PT.BCD secara otomatis menjadietgrh Kondisi ini
dikarenakan, dengan adanya terminasi P3B maka paageemajakan atas transaksi
tersebut kembali kepada Pasal 26 UU PPh yang makagertarif pajak sebesar 20%,
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baik dilakukan melalui BCD.Ltd sebagai SPV, mauporelakukan transaksi
langsung dengabondholder Berdasarkan pengenaan pajak yang kembali kepada
Pasal 26, maka tidak ade@duced rateyang didapatkan seiring dengan tidak
terjadinya lagi potensi kerugian negara.

Artinya, salah satu dari 3 indikator yang diungkaplsebelumnya menjadi
tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dengan adanyaitesi tersebut maka berakhir
pula praktiktreaty shopping/ang dilakukan PT.BCD. Namun, tidak berhenti sampa
disitu, karena dengan adanya terminasi maka tirkbulginan dari PT.BCD untuk
membayarkan sekaligus seluruh pinjamaaéen). Dalam menyikapi keinginan dari
PT.BCD, Bank FGH, memberikan alternatif lain, yam@minta PT.BCD membuat
SPV lainnya di Belanda untuk mengambil alih tugB¥ $li Mauritius.

Menarik untuk disimak adalah apakah skema yangukba Bank FGH
termasuk kedalam praktikireaty shoppind Apakah atas skema tersebut
diperbolehkan oleh ketentuan P3B dan ketentuan skiknendonesia untuk dapat
dilakukan? Menjawab pertanyaan tersebut di ataganharus diasumsikan bahwa
PT.BCD bersedia membuat X.BV di Belanda sebagai.SPV

Atas asumsi yang diajukan, matandholdemenjadi pihak ketiga yang pada
dasarnya tidak berhak untuk mendapatkan.R3&8 ini disebabkan bahwasannya
bondholder merupakan penduduk dari negara yang tidak melakuy@rjanjian
dengan negara sumber, yang oleh ketentuan domesgiéra sumber, seharusnya
dikenakan tarif sebesar 20%ondholdermendapatkarireaty benefitmelalui dua
SPV, yaitu X.BV dan BCD.Ltd.

Lebih lanjut, pertanyaan diarahkan kepada statB¥ebagai penduduk dari
Belanda. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) P3B Indoiedanda tentang domisili fiskal,
yang dimaksud dengan penduduk dari suatu badaatatlatlan yang berkedudukan
atau didirikan ificorporated berdasarkan undang-undang negara perjanjian. Jika
diasumsikan bahwa X.BV didirikan berdasarkan kei@mtdomestik Belanda dan
effective managementya berkedudukan di sana, maka X.BV merupakan yzhrid

dari Belanda.
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Pertanyaan kemudian diarahkan kepada penggunaahnB8Besia-Belanda.
Terhadap transaksi pinjaman antara PT.BCD dengBN Xang dibentuknya apakah
dicakup dalam P3B Indonesia-Belanda? Ditilik daas®# 1 P3B tersebut, yang
mengatur bahwa perjanjian berlaku terbatas hanyadependuduk dari negara yang
melakukan perjanjian, maka P3B ini berhak untukudakan dalam transaksi
pinjaman yang dilakukan PT.BCD dengan X.BV.

Menjawab pertanyaan apakah X.BV merupakeneficial owneratas suatu
penghasilan, maka kaitannya adalah menentukan lapdktam kondisi yang
sebenarnya, X.BV merupakasonduit compary Secara jelas telah digambarkan
bahwa X.BV yang didirikan memiliki tujuan yang kluss yaitu sebagai perusahaan
intermediary yang bertugas untuk penerima legal dari padauguertghasilan untuk
diteruskan kembali kepada pihak lain. Sehingga X.Bdak memiliki tujuan
bisnisnya sendiri dan hanya bertujuan untuk memgui@engenaan pajak.

Menjawab pertanyaan tersebut, dapat kita lihat ppdadekatan yang
diajukan dalam OECDCommentary yang mengatakan bahwa, sebuah perantara
(intermediary seperti agen atamomineeyang menjadi mediuminterposg antara
pemilik penghasilan dan pembayar bunga tidak daliaitakan sebagai pemilik
penghasilan yang sebenarnyzerfeficial ownex®™ Oleh karena itu, atas transaksi
tersebut tidak diperbolehkan untuk mendapatkaduced rate.Dapat dijelaskan
disini, OECDCommentarynengecualikan bahwa agen damineebukan diartikan
sebagaibeneficial owner melainkan hanya menjadi sebuah entitas yang dsestu
sebagai perantara antara pemilik sebenarnya dexegahasilan yang timbul.

Melihat kasus yang terjadi pada PT.BCD, dimana XyB¥ig bertugas hanya
menjadi perantara untuk pembayaran bunga kelpaddholdertidak dapat dikatakan
sebagabeneficial ownermelainkanconduit companyStatus ini juga dimiliki oleh
BCD.Ltd yang juga menerima pembayaran dari X.BVadgbondholder Atas hal

tersebut, maka pada dasarngduced ratetidak boleh diberikan kepada mereka.

% Tidak hanya terbatas pada pembayaran bunga ajamentaryini juga berlaku bagi
pembayaran deviden dan royalti; dan penentiaaduit companyidak hanya terbatas kepadgent
ataunominee.
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Mengetahui bahwa X.BV dan BCD.Ltd bukanl@enefical owner maka
pertanyaan berikutnya adalah siapakah yang mebgdificial ownematas transaksi
tersebut? Jawabannya tentu dagamdholderkarena merekalah pihak yang memiliki
hak untuk menggunakan dan menikmati penghasilaras Atondisi tersebut,
bondholdemenghindari pengenaan pajak yang lebih besar.

Dari sini dapat kita simpulkan, bahwa terjadi kéangbagi Indonesia dimana
Indonesia kehilangan potensi pemajakan. Seharusmgnesia dapat mengenakan
pajak sebesar 20%, namun karena transaksi dilakdkagan mendirikamonduit
company dimana secara ketentuan P3®nduit companyang didirikan tersebut
merupakan penduduk dari negara mitra yang melakyeajanjian dan berhak
mendapatkarreduced rate,maka berdasarkan P3Bdonesia-Belanda pemajakan
Indonesia menjadi terbatas hanya sebesar 10%. &emayang dibatasi oleh P3B
mengakibatkan Indonesia kehilangan potensi pemaigiea

Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan PT. BCBlami X.BV dan
BCD.Ltd sebagarconduit companytelah memberikameduced ratekepada orang
yang tidak ditujukan untuk mendapatkannya. Sehingggara dirugikan dengan
menilik pada hilangnya potensi pemajakan. Maka, atlagikatakan di sini
bahwasannya transaksi tersebut merupakan prag&tity shopping.

A.3. Analisis Persyaratan untuk M endapatkan Reduced Rate atas Penghasilan
Berupa Bunga, Royalti, dan Dividen Berdasarkan Ketentuan Undang-
Undang Domestik I ndonesia
Persyaratan untuk mendapatkan pengurangan tanf yhsediakan oleh

sebuah P3B diatur dalam P3B itu sendiri. Selainkitentuan domestik negara juga

memberikan persyaratan, salah satunya adalah Is@donédapun persyaratan
tersebut dibagi menjadi dua kelompok, antara lansyaratan formal dan persyaratan
material.

* Persyaratan Formal

Persyaratan formal yang tertuang dalam P3B balgikpeusaha di kedua
negara adalah masing-masing pelaku usaha diharums&ajadi penduduk di negara
yang mengadakan perjanjian. Sebagaimana yang ngrd@lam Pasal 1 P3B, baik
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yang merujuk kepada UN Model, US Model ataupun OEKZBdel. Ditetapkan
bahwasannya P3B berlaku terbatas bagi pendudukdiisknegara yang melakukan
perjanjian®®

Pengaturan mengenai penduduk suatu negara kediaalr dalam Pasal 4.
Yang dimaksud dengan penduduk adalah pihak yardabarkan ketentuan masing-
masing negara terutang pajak di negara tersebdaserkan kedudukannya, tempat
tinggalnya, tempat pendiriannya atau berdasarkaerier yang sama. Penentuan
penduduk jatuh kepada ketentuan masing-masing aegduk menentukan apakah
pihak yang berada di negara tersebut merupakanudekdyang akan dikenakan
pajak (subjek pajak).

Namun jika terdapat permasalahaual-resident dimana suatu pihak
dianggap merupakan penduduk dari kedua negara, Imadgiaya akan ditentukan
melalui tie break rulesyang diatur pada ayat (Z)ie break rulestersebut berlaku
untuk orang pribadi maupun badan. Dalam klausulbreak rulesuntuk orang
pribadi, penentuannya dilakukan secara bertingtiatulai dari penentuan tempat
tinggal permanent homesampai dengan pemutusan bersama oleh keduaaetdaiti
negara yang melakukan perjanjiamutual agreemeit Pada dasarnya terdapat 5
tingkatan, namun tingkatan ini disesuaikan dengapektingan masing-masing
negara. Misalkan dalam P3B Indonesia-Belanda, ulaogizenship dikeluarkan,
sementara P3B Indonesia—Amerika memuat klausul kangprehensif.

Bagi Amerika, hal ini penting untuk dilakukan kaaeketentuan domestiknya
menentukan orang pribadi sebagai subjek pajak (kg bukan hanya dari tempat
kediamannya semata, melainkan juga pemegasgncardyang tidak berkedudukan
di negaranya. Dalam penentudunal residentuntuk badan, masing-masing negara
diberi kesempatan untuk menentukan, yang pada umymndgitentukan melalui
tempat pendirianiricorperated atau tempat keputusan perusahaan diarefi¢dtive

management Amerika mengambil posisi untuk menentukhral-residendari suatu

% pasal 1 dalam US Model, OECD Model, dan UN Modilah identik. Adapun bunyi dari
Pasal 1 tersebut adalahthis convention shall apply to persons who are desis of one or both
contracting states.”
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badan adalah dengancorporated sedang Belanda melaleiffective management
Kembali, bahwa hal ini bergantung pada kepentingasing-masing pihak.

Persyaratan di atas ditambahkan dengan persyaratgndiatur oleh masing-
masing negara yang melakukan perjanjian, khusukegada negara sumber, karena
kepentingan yang melekat terhadap potensi pemajaRarsyaratan formal yang
dibuat oleh Indonesia tertuang dalam Surat EdaE®3PJ.101/1996. Pada surat
tersebut disyaratkan bagi pelaku usaha luar negetuk menyertakan Surat
Keterangan Domisili atalCertificate of Domicile(SKD/COD). Surat keterangan
tersebut harus dikeluarkan oleh otoritas yang beawg, sehingga secara
administratif dapat dibuktikan bahwa pelaku usalza hegeri merupakan penduduk
dari negara tersebut.

Menjadi sebuah pertanyaan yang mendasar, ketegarandikeluarkan oleh
DJP sebagai perpanjangan tangan pemerintah apakalpakan ketentuan yang
over-ride terhadaptax treaty? Jawabannya adalah tidak. Surat tersebut merupakan
ketentuan yang mengatur secara teknis dan dalams@3dri telah mendelegasikan
pengaturannya kepada negara yang melakukan parjdhjivalaupun seharusnya
tidak dituangkan dalam Surat Edaran, melainkan tpera yang lebih tinggi,
misalkan Putusan Menteri Keuangan (PMK) atau bahikaiang-undang.

* Persyaratan Material

Perlakuan terhadap persyaratan formal juga hamisgdl dengan persyaratan
material. Diartikan disini, bahwa persyaratan fdrimanya merupakan indikasi atau
sebagai petunjuk permulaan dalam menentukaidencesuatu pihak. Dibutuhkan
bukti yang lebih lanjut bagi pihak untuk dapat mektikkan bahwa dirinya

merupakan penduduk dari negara yang mengadakaanjpen’® Hal ini mutlak

" Pasal 4 ayat (1) pada OECD Model, US Model dan Mddlel adalah identik. Dimana
pengertian penduduk suatu negara diserahkan ké&p#elstuan masing-masing negara. Negara sumber
berhak meminta bukti apabila Wajib Pajak Luar Nedgegin mendapatkameduced rate hal ini
berhubungan dengan hak pemajakan negara sumbemgygemegara sumber secara logis perlu untuk
memproteksi pemberiaieduced ratdersebut.

% Darussalam, “Kedudukan Surat Keterangan Domialkh Menentukan Hak mendapatkan
Fasilitas P3B” dalarKapita Selekta Perpajaka®p. Cit hal. 110.
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diperlukan untuk menjaga amanat dari P3B, bahwa R&B/a dapat diaplikasikan
oleh penduduk negara mitta.

Persyaratan formal harus diiringi dengan pengatlelih lanjut yang memuat
persyaratan material. Kaitannya dengan penghagiag berupa bunga, dividen, dan
royalti, terdapat pembatasan atas penggunamiuced rate Pembatasan yang
dimaksud yaitu,reduced rate hanya dapat diberikan kepada penduduk yang
merupakanbeneficial owneratas penghasilan tersebut. Dapat disimpulkanrdj si
dalam kaitannya dengan pembayaran bunga, dividgenrajalti kepada penduduk di
negara lain, selain daripada sebagai penduduk garaetersebut, dirinya harus
menjadibeneficial owneatas penghasilan yang diperolehnya.

Dikarenakan perlunya pengaturan tersebut, Diraktdenderal Pajak (DJP)
mengerluarkan peraturan mengebaneficial ownersebagai persyaratan material
tertanggal 7 Juli 2005 yaitu SE-04/PJ.34/2005. i8gja dapat ditentukan apakah
penduduk tersebut berhak mendapatkeduced rateyang tersedia dalam P3B
Indonesia dengan negara mitra. Dengan kata lanat &daran tersebut menjadi alat
uji.lOO

Diatur dalam Surat Edaran tersebut makna daripadaficial owneradalah
pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupaydudividen, dan royalti baik
kepada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan, yanigak sepenuhnya untuk
menikmati secara langsungduced ratetersebut. Sehingga perusahaan SPV yang
berupaconduit companypass trough companyaper box compangtaupun yang
sejenisnya tidak termasuk dalam pengertimmeficial owner Oleh karena itu,
perusahaan yang bukan merupakaneficial ownerpajak akan ditetapkan sebesar
20% sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 Undadgfg PPh.

Penegasan bahwaduced ratehanya diberikan kepadbaeneficial owner
maka Surat Edaran yang dibuat oleh DJP tersebutnggaikan petunjuk bahwa
Indonesia tidak berpihak pada prakltikaty shoppingNamun, Surat Edaran tersebut

% Christiana HJI PanayDp. Cit, hal. 83.
19 parussalamQp. Cit
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masih memiliki kelemahan-kelemahan. Kelemahan yat#gtentunya mengakibatkan
tidak maksimalnya penggunaan ketentuan tersebut.

Kelemahan pertama yang dapat ditemukan adalak tetaedianya maksud
dari SPV yang berupa&onduit company, pass trough compaiwhan sejenisnya.
Kondisi ini menyebabkan Indonesia tidak dapat meige bahwa perusahaan yang
menerima penghasilan bukan merupakemefial owner Tentunya hal ini dapat
menimbulkan kerancuan bagi fiskus dalam melakuka&mepiksaan terhadap
perusahaan luar negeri, mengingat dalam ketentummionésia tidak terdapat
ketentuan khusus yang mengatur mengeoaduit company

Kelemahan kedua dapat ditunjukkan dengan asuntngsia memiliki
ketentuan dalam menentukdreneficial owner Dapat dijelaskan dengan contoh
berikut!®® Sebuah perusahaan yang merupakan penduduk Mayritiimana
Mauritius memiliki P3B dengan Indonesia yang meangaendapatan bunga sebesar
10%. Perusahaan tersebut dikuasai sepenuhnya lubdding companyyang
merupakan penduduk Kanada. P3B yang berlaku aii@nada dengan Indonesia
mengatur pembiayaan bunga sebesar 15%.

P3B Kanada dengan Mauritius diasumsikan mengenagajak atas
penghasilan bunga hingga 0%. Apabila perusahaarMaliritius berdasarkan
ketentuan Indonesia merupakaonduit companyyang hanya bertugas untuk
menerima penghasilan dari Indonesia untuk kemudikmimkan kembali kepada
perusahaan induk di Amerika. Maka, berdasarkant sedaran tersebutonduit
companydi Mauritius akan dikenakan pajak sebesar 20%.(gyarana tarif ini
bertentangan dengan tarif yang diatur dalam P3Bresia dengan Amerika yang
hanya sebesar 15%.

Kelemahan yang ketiga datang dari kedudukan Stolatan tersebut, yang
mana hanya berlaku bagi internal DJP. Artinya tidaéngikat bagi Wajib Pajak
untuk tunduk terhadap ketentuan tersebut. SurataBdeersebut dalam perspektif

hukum tidak memiliki kekuatan apapun.

101 Rahmanto Surachmaunga Rampai Perpajakatjakata: Salemba Empat, 2007), hal. 6.
Contoh telah dimodifikasi sesuai dengan kebututeamulgs.
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Kondisi ini dapat dilihat pada tata urutan (hirarigerundang-undangan
sebagaimana yang diatur dalam UU No.10 Tahun ¥B04idak ditemukan
kedudukan Surat Edaran sebagai ketentuan untuk ahengSurat edaran yang
dikeluarkan, dapat dikatakan telah memiliki sifaing meluaskan ketentuan di
atasnya. Seharusnya surat edaran sebagai pergaurgrberada pada posisi bawah,
hanya terbatas pada ketentuan yang sekedar méajeldan tidak boleh menambah
persyaratan® Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Pajak mgma
memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk mtaertketentuan-ketentuan
perpajakan untuk melaksanakan Undang-Undang Pjak.

Sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangagadeb/ndang-Undang,
maka ketentuan tersebut mempunyai kekuatan hukurg yeengikat Wajib Pajak
dan pemerintaf’® Walaupun begitu, ketentuan tersebut harus diarkamatleh
Undang-Undang, dimana Undang-Undang mendelegasii@ngaturan kepada
peraturan di bawahnya. Dalam Undang-Undang Pa@igaiuran yang diamanatkan
Undang-Undang hanya terbatas kepada Peraturan iRe&xherKeputusan Menteri
Keuangan, dan Keputusan Direktorat Jenderal P&%akamun tidak terdapat
pengaturan yang diserahkan kepada Surat Edaran.

Disamping banyaknya kelemahan yang dimilikinya, aBuEdaran yang
dikeluarkan DJP sebagai bagian dari upaya untukangkal praktikreaty shopping
tidak sejalan dengan kesimpulan dari OECD berkadangan pemberiatreaty
benefitkepada Wajib Pajak Luar Negeri. Kesimpulan yargedkan dalam OECD
yang tertera dalam Paragraf 43 adalah fasilitas treaty tetap harus diberikan
berdasarkan prinsip niat yang baik, walaupun thesiséersebut dianggap tidak

192 pasal 7 ayat (1) UU No.10 tahun 2004 tentang Petuken Peraturan Perundang-
undangan menyebutkan hierarki peraturan perundadgagan adalah sebagai berikut: (1) Undang-
Undang Dasar 1945, (2) Undang-Undang/Peraturan gagtig undang-undang, (3) Peraturan
Pemerintah, (4) Peraturan Presiden, dan (5) Paraaerah.

193 Darussalam dan Danny Septriady, “Hubungan ant®aNB.80 Tahun 2007 dan PMK
No0.22/PMK.03/2008: Suatu Kajian Hukuniiside Tax Edisi 06, April 2008, hal. 24.

1% Darussalam dan Danny Septriadyembatasi Kekuasaan untuk Mengenakan Pajak:
Tinjauanlékademis terhadap Kebijakan, Hukum daniAtnasi Pajak di IndonesigOp. Cit hal. 56.

Ibid.
1% |pid, hal. 59.
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tepat®” Untuk itu perlu dicari cara terbaik dalam menargkaaktik treaty
shopping:®®

Indonesia dalam menangkal prakiikaty shoppingelah berjalan pada jalur
yang benar. Mengingat bahwa Surat Edaran sebatgitkan yang dapat menangkal
praktik treaty shoppingnemiliki banyak kelemahan, Indonesia melakukarbgikan
dengan menyematkapeneficial ownerdalam Pasal 26 ayat (1a) Undang-Undang
No0.36 Tahun 2008 yang mulai berlaku pada 1 Jara@f9. Ayat tersebut mengatur
bahwa yang dimaksud dengdeneficial owneradalah pihak penerima manfaat.
Ditegaskan pula dalam ayat tersebut bahwa Sura¢r&sgan Domisili tidaklah
cukup untuk menentukamesidence suatu pihak. Namun, terhadap pengertian
beneficial ownertidak ada pejelasan lebih lanjut mengenai makara lieneficial
owner, akan tetapi dapat ditentukan negara yang memjadiisili dari beneficial
owner Tampak jelas di sini, bahwa Indonesia mengadapsitation on Benefit
dalam ayat tersebdit®

Penentuan tersebut terbagi ke dalam orang priteadbddan. Ketentuan bagi
orang pribadi, dalam penjelasan Pasal 26 ayat (likatakan bahwa negara
domisilinya adalah negara tempat orang pribadiebars bertempat tinggal atau
berada. Sementara bagi badan, negara domisilingatakan dengan negara tempat
pemilik atau dimana 50% dari pemegang saham baikraesendiri-sendiri maupun
bersama-sama berkedudukan atau efektif manajemémensea.

Penentuanbeneficial ownerdengan menentukan tempat tinggalnya telah
menyentuh aspek teknis, sehingga diharapkan dapatgkan untuk mencegah
praktik treaty shoppingWalaupun begitu, ketentuan ini masih perlu disemakan
lebih lanjut. Dapat dilihat di sini beberapa kelé@wa yang terkandung di dalamnya.
Kelemahan yang dapat kita lihat pertama adalahgyéagbeneficial ownekepada
orang pribadi tanpa memastikan melalui alat (threshold), yakni jangka waktu

orang pribadi tersebut berdiam pada suatu negaesdnce time Implikasi yang

97 bian Savitri,Loc. Cit hal. 26.

1% gShopie Chatel, “Treaty Shopping: A Case Study amt International Scene”,
http://www.ceff.univ-cezanne.fr/documents/chatet,dtiunduh pada Tanggal 27 Oktober 2008

199 Rahmanto Surachmadp. Cit

Universitas Indonesia
Analisis peranan..., Anggi Padoan | Tambunan, FISIP Ul, 2008



7C

mungkin terjadi adalah orang pribadi tersebut dpabiberada di suatu negara hanya
dalam beberapa hari, dirinya dapat disebut selimyeaficial owneatas penghasilan
bunga, royalti, dan dividen.

Kelemahan lain yang dapat dilihat adalah pengefiemeficial ownemuntuk
badan. Dapat dijelaskan dengan contoh berikut:adeparusahaan, katakanlah PT. A
meminjam uang dari X.BV yang berkedudukan di Betarfgenduduk Belanda),
dimana P3B yang berlaku antara Indonesia denganBalmenetapkareduced rate
atas penghasilan bunga sebesar 10%. X.BV dikudshi para pemegang saham,
yaitu Y.BV, Z.BV, dan K.BV, yang juga merupakan gdeduk dari Belanda. Masing-
masing menguasai saham yang memiliki hak suarasaeB&%, 10%, dan 5%.

Akan tetapi, Y.BV dan Z.BV dikuasai sepenuhnya olbhLtd yang
berkedudukan di Mauritius. Jika Mauritius tidak miégnP3B dengan Indonesia dan
Mauritius memiliki P3B dengan Belanda yang menggiamajakan atas bunga
sebesar 0%, maka M.Ltd tetap mendapatkeaty benefits Dapat disimpulkan di
sini bahwa Undang-Undang yang dimiliki Indonesidube mampu sepenuhnya
menangkal praktikreaty shoppingLagipula, tarif yang berlaku pada Pasal 26 ayat
(1) yang tidak membedakan apakah tarif tersebukub@ng seandainya P3B
mengatur tarif yang lebih rendah. Terhadap Pasal(12§ Gunadi memberikan
pandangan:

“Pengaturan yang dilakukan dalam Undang-Undang pad@an suatu

tindakan yang kurang hati-hati, karena masih markarl banyak

perbaikan

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1aa juarus dilihat dalam
konteks internasional. Dalam menentukbeneficial owner pertama kita harus
melihat definisi istilah tersebut dalam P3B. Apalf3B tidak terdapat definisinya,
maka kita dapat merujuk pada OECIDmmentaryKemudian jika, tidak diatur, kita

dapat merujuk pada ketentuan domestik.

110 Wawancara Gunadi, Mantan Dirut Pemeriksaan daryifikan Pajak Dirjen Pajak
Depkeu, Guru Besar Program Ilmu Administrasi FIBIP{Gedung PPATK lantai 4, Juanda, Jakarta
Pusat), tanggal 6 November 2008, pukul 15.00 sadgajan 15.30.
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P3B yang diikat Indonesia dengan negara mitr& tdangandung penjelasan
mmengenai beneficial owner Kemudian pertanyaan diarahkan kemanakah
pengaturan harus merujuk? Penjelasan dalam Modeleédtion Pasal 3 (2), dapat
dilihat bahwa istilah yang tidak diberi definisptuk keperluan penerapan P3B, maka
kita dapat merujuk pada ketentuan domestik dariareegyang melakukan
perjanjian**! Ketentuan yang diatur oleh suatu negara belunuteama dengan
ketentuan yang diatur oleh negara lain sehinggaukghkinan terjadinyadipute
sangat besar. Kembali, hal ini dikarenakan eraks@entingan yang berupa hak
pemajakan dari suatu negara. UN Model menyarankdmvé suatu pengistilahan
yang mungkin dapat menyebabkan perbedaan, perluk wibicarakan di kedua
negara, sehingga terjadinya pemaknaan bersamasHyemaknaan bersama merujuk
kepadaVienna Convention on the Law of TreatfeCLT). Salah satu hal yang perlu
untuk dipertimbangkan adalah suatu P3B ditentuleaddsarkan prinsippacta sunt
survandd atau itikad baik.

Pengaturan tersebut juga dirujuk pada Pasal 3YQLT yang menyatakan

bahwa:

“A treaty shall be interpreted in good faith acdance with the
ordinary meaning to be given to the terms of tleatly in their context

and in the light of its object and purpose.”

Dengan kata lain, suatu P3B harus diartikan demgenbaik sesuai dengan konteks
dan tujuan P3B secara keseluruhan. Oleh karen@etupahan ketentuan domestik
yang mempunyai dampak pada P3B haruslah tidak nagigggy komitmen penerapan
P3B yang telah berlaku sebelumnya. Pemaknaan ssidah yang tidak terdapat
dalam P3B, tidak serta-merta langsung mengaplikasiketentuan domestik,
melainkan harus dilakukan persetujuan terlebih Watiengan negara mitra, sehingga

jangan sampai ketentuan yang berlaku di cakuparesithrmengaver rideketentuan

1 UN Model dan OECD Model hampir memberikan suaraxgyasama mengenai
pengistilahan yang tidak dikandung daripada P3Baumaperbedaan yang mencolok terdapat pada
rekomendasi yang diajukan dalam UN Model, bahwailkuisebuah pengertian, diharapkan adanya
persetujuan dari kedua negara, sehingga tidak glatksan sepihak.
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internasional. Maka jika suatu ketentuan domegiektmengubah maksud daripada
P3B, maka ketentuan tersebut dapat diaplikasikan, aar dapat diterima negara
mitra, perubahan seharusnya tidak bersifat undftekarena P3B merupakan

perjanjian bilateral.

A.4. Analiss Pendekatan OECD Model Dalam Menangkal Praktik Treaty

Shopping

Perihal bagi suatu pihak untuk mendapsduced rate maka syarat utama
yang diperlukan adalah adanya bukti yang menunjukahwa dirinya adalah
penduduk dari negara yang melakukan perjanjianaWain begitu, hal ini belum
cukup untuk suatu penduduk mendapatkan pengurartgah tersebut atas
penghasilan bunga, royalti, dan dividen. Sebagaanyang diatur dalam Pasal 10, 11,
dan 12 OECD Model dakommentariespihak yang berhak untuk mendapatkan
reduced ratéhanyalah terbatas kepaoeneficial owneatas penghasilan tersebut.

Konsepbeneficial ownetelah dikenal di banyak negara, terutama di Irsggri
Dikarenakan Inggris merupakan negara pertama yamgparkenalkarbeneficial
ownerkepada OECD hingga disematkan dalam OECD ModdaKrhanya Inggris,
Amerika juga mengenal konségneficial ownerbegitu pula dengan Indonesia yang
menyematkan pengertidmeneficial ownerdalam ketentuan Undang-Undang Pajak
terbarunya. Sebagaimana yang telah dijelaskan wsebgh, beneficial owner
merupakan ketentuan yang dapat menangkal prakaky shopping

Diberikan pendekatan oleh OECD untuk dapat mekantsuatu pihak yang
merupakarbeneficial owner Penentuan yang diberikan merupakan penentuan yang
memisahkan suatu pihak sebabeneficial ownerdengan suatu entitas yang hanya
dipergunakan untuk mendapatkesduced rate Entitas tersebut biasanya disebut
sebagaconduit companyglan merupakan entitas yang digunakan dalam skexaty
shopping

Terhadap kasus yang dilakukan PT.BCD yang dihaatagk muka English
High Court, Baker memberikan pandangannya terhatips X.BV dan BCD.Ltd

yang merupakan entitas dimana bertugas untuk maenkgal penghasilan bunga
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kepadabondholders*? Pandangan dari Baker diberikan dengan terlebituldah
memberikan penegasan tentang apa yang dimaksudyasebt@nduit company
sebagaimana yang tertera dalam laporan OECD:

...a conduit company cannot normally be regardedhaskeneficial

owner if, trough the formal owner, it has, as agireal matter, verry

narrow powers which render it, in relation to thmeeome concerned, a
mere fiduciary or administrator acting on accourfttbe interested

parties'?

Disimpulkan dalam laporan OECD mengeoanduit companybahwa yang
dimaksud dengamonduit companyadalah suatu entitas yang biasanya berbentuk
suatu badan yang hanya memiliki kekuasaan terbatas penghasilan yang
diterimanya. Kekuasaan yang diterima dari pihalgyaemiliki hak atas penghasilan
tersebut sepenuhnya mengharuskan dirinya bertisg@lagaimana pihak tersebut
memintanya untuk itu. Dalam hal penghasilan bumijgden, dan royalticonduit
company diminta untuk menerima, kemudian disalurkan kemlb@pada pihak
tersebut.

Baker menambahkan pendapat, sebagaimana yangistedtdlam OECD
Commentary ParagrapfiOB-14. Dikatakan bahwa pihak (agen atamineg¢ yang
merupakan penduduk dari suatu negara, yang mengranghasilan, dimana atas
penghasilan tersebut dirinya merupakan pemilik &rnPemilik yang merupakan
pihak yang memiliki suatu penghasilan sebagai piyiakg memenuhi ketentuan.
Walaupun memenuhi ketentuan, namun merupakan pgitiagg memiliki kekuasaan
terbatas rfarrow powej atas penghasilan yang diterimanya. Atas dasatehsébut,
pihak yang menerima penghasilan secara formal dekgkuasaan yang terbatas
tidak dapat dikatakan sebadpneficial owner

Pihak tersebut dikuasai sebagian besar atau depgmwleh pihak lain yang
merupakarbeneficial owner sehingga ia memiliki kekuasaan yang terbatasihLeb
lanjut, pihak tersebut memiliki kewajiban untuk nmEeItanggungjawabkan

penghasilan yang diperolehnya serta menyalurkarkgrabali kepadabeneficial

12 Florence Yip, “U.K.Court Case on Conduit Companpd aBeneficial Owner”
http://www.hkicpa.org.hk/APLUS/06 _july/p48-50.pdfiunduh pada 16 Juni 2008.
13 Shopie Chatel,.oc. Cit
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owner. Atas kegiatannya yang menyalurkaor{dui) kembali, maka pihak tersebut
dikatakan sebagatonduit company Lebih lanjut, conduit companytidak hanya
terbatas pada agen daominee

Pembatasan terhadap penerimaasiuced rate maka mensyaratkan kepada
conduit companyuntuk membuktikan bahwa mereka adalah penerimghgesilan
yang sesungguhnya, bukan hanya pihak yang segaialermal) menerimaeduced
rate. Hal ini dilakukan sehubungan dengan tujuan damlpuatan P3B, yakni
memberikan pertumbuhan ekonomi bagi kedua negang ryeelakukan perjanjian ke
arah yang lebih baik, sehingga diharapkan pendydof mendapatkamreduced rate
menggunakannya dengan suatu kegiatan ekonomi. ggghiwalaupun suatu entitas
merupakarconduit companynamun memiliki tujuan ekonomi yang jelas yangkid
semata-mata untuk mendapatkeeduced rate maka terhadagonduit company
tersebut haruslah diberikameduced rate. Kondisi ini diberlakukan dengan
pendekataBona Fide Provisiongang terdapat dalam OEGDbmmentaries.

Pembatasanmeduced rateyang dapat menangkal prakttkeaty shopping
adalah dengan membuktikan bahwa dirinya merupddeaneficial owner ataupun
jika dirinya merupakaconduit companyamun memiliki tujuan ekonomi yang jelas
bahwa dirinya dibentuk bukan semata-mata untulatujoerpajakan saja melainkan
adanya substansi bisnis yang dijalankannya makkiced ratedapat diberikan
kepadanya. Substansi bisnis yang mana dirinya &leausuntuk mendapatkan
penghasilan untuk kemandiriannya.

Pembuktian bahwa dirinya memang dibentuk karenaile substansi bisnis
yang jelas dapat dilihat dengan aktivitas yangkdikannya. Pembuktian tersebut
juga dapat dilihat dengan melihat jumlah karyawaangy dimilikinya, jumlah
direktur, jumlah modal, kegiatan perusahaan, damldén. Sedangkan pembuktian
bahwa dirinya merupakaheneficial ownerakan menjadi lebih rumit, mengingat
bahwa belum adanya pengertian mengdigieficial owneryang jelas baik yang
diberikan dalam konteks ketentuan suatu negara mmappra ahli dan tentunya hal
ini berdampak pada implementasi di lapangan.
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Terhadap pengertidmenefial ownelyang belum ditemukan kejelasan, OECD
memberikan sedikit petunjuk untuk menentukan sg@pak yang menerima manfaat
sesungguhnya. Pendekatan tersebut antaraldaia trough, channel, subject to tax,
dan exclusionserta ditambahkan dengéona fide provisionsPendekatan tersebut
secara tidak langsung menunjukan pibakeficial ownerTidak hanya terbatas pada
penentuarbeneficial ownernamun juga digunakan untuk menangkal prakeglaty
shopping

Pendekatan tersebut memungkinkan bagi negaraaegarg melakukan
perjanjian untuk mangadopsi pendekatan tersebutkumtenangkal praktikreaty
shopping Kedua negara dapat memilih cara yang terbaikasengan kesepakatan
kedua negara. Hal ini terjadi karena OECD tidak iemkan mana pendekatan
terbaik untuk dapat digunakan.

Terhadap kasuseaty shoppingyang terjadi di Indonesia, pendekatan yang
diberikan oleh OECD dapat diujikan satu persatul lta dilakukan untuk
menentukan pendekatan yang paling baik untuk mdwdmyaktik treaty shopping
tersebut. Kasus yang digunakan adalah kasaety shoppingPT. BCD sebelum
dilakukan terminasi P3B antara Mauritius dengarmhesia.

Pendekatan pertama adalah dendmok trough approach Sederhananya
pendekatan ini mengatakan bahiveaty benefittidak dapat diberikan terhadap
perusahaan di negara domisili, dimana perusahasebtg dimiliki atau dikendalikan
oleh orang yang bukan penduduk dari negara yangkuiean perjanjian. Fakta yang
ditunjukan dalam kasus ini, dimana BCD.Ltd adalahkaperusahaan yang didirikan
oleh PT. BCD, yang memiliki dan menguasai selurahBZD.Ltd. PT. BCD adalah
penduduk dari negara yang melakukan perjanjiano(iedia). Berdasarkan pada
pendekatan ini,treaty benefit dapat dipergunakan oleh BCD.Ltd, sehingga
pendekatan ini tidak dapat dipergunakan untuk mgenreaty shoppingyang
terjadi di Indonesia.

Lebih lanjut, pendekatan ini akan menimbulkan nmetsgika dimasukan ke
dalam P3B Indonesia. Masalah yang timbul adalabdasarkan ketentuan perlakuan

pajak yang berlaku sekarang di Indonesia, Indonesi@mberikan peluang
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didirikannya perusahaan yang seluruhnya menjadk pédrusahaan luar negeri, yaitu
untuk industri (kecuali industri vital). Apabila temtuan ini dimasukan kedalam P3B
Indonesia tentunya sebuah perusahaan yang adalahdsia, dimana seluruh atau
sebagian besarnya merupakan milik dari Wajib Phjge Negeri, maka perusahaan
tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendapatkalniced rate Pendekatan ini
belum tepat digunakan Indonesia sebagai mekanisargy ynenangkaltreaty
shopping Dilihat juga, praktiktreaty shoppingyang digunakan oleh pihak ketiga
dapat saja menggunakaonduit companyiamun tidak memilikiconduit company
tersebut.

Pendekatan yang kedua adal8bbject to Tax ApproachPendekatan ini
sederhananya merupakan pendekatan untuk membagady benefit terhadap
perusahaan yang dikuasai atau dimiliki oleh pihakgybukan merupakan penduduk
dari negara yang melakukan perjanjian dimana ataghasilan yang diterimanya
dari negara sumber bukan merupakan objek pajakegama domisili. Dari kasus
treaty shoppingyang terjadi di Indonesia, menunjukan bahwa pesiffra bunga
yang diterima BCD.Ltd bukan merupakan objek pajaMauritius, sebab Mauritius
tidak mengenakan pajak atas penghasilan bunga.

Dapat disimpulkan bahwa pendekatanbject to tax efektif menangkal
praktik treaty shoppingyang terjadi di Indonesia. Namun sama seperti glatdn
yang lain, pendekatan ini memerlukan persetujuam lauritius sebagai negara
mitra perjanjian. Mengingat bahwa Mauritius merugpakegardaax heaven country
yang mana selalu memberikan perlindungan kepaola-resident country dan
pengecualian pengenaan pajak atas penghasilan ladiadgh salah satu contohnya,
sehingga akan diragukan apabila Mauritius setujukumegadopsi pendekatan ini.

Pendekatan yang ketiga adalaxclusion approach Secara sederhana
pendekatan ini adalah pendekatan yang membatasigremtreaty benefitkepada
perusahaan yang mendapatkan perlakuan pajak khkesesa karakteristik dari
perusahaan tersebut. Dalam kastesaty shoppingdi Indonesia, PT. BCD yang
mendirikan BCD.Ltd di Mauritius adalah entitas yasifatnya umum yang tidak

termasuk dalam karakteristik perusahaan tertemtin§ga atas kondisi irexclusion
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approachtidak dapat digunakan sebagai penangfedty shoppingyang terjadi di
Indonesia.

Pendekatan yang keempat adalehannel approach Secara sederhana
pendekatan ini merupakan pembatasan terhadafy benefitatas penghasilan yang
mana 50% atau lebihnya merupakan pembayaran kepédik yang bukan
merupakan penduduk dari negara domisili sehinggatmsesilan tersebut tidak dapat
dinikmati di negara domisili untuk dapat dipajakildngnya potensi pemajakan).
Dalam halnya dengan kastreaty shoppingyang terjadi di Indonesia, pembayaran
bunga yang diterima BCD.Ltd di Mauritius tidak dikdan pajak.

Dalam kasus ini, Mauritius tidak mengenakan pajals #unga yang timbul,
sehingga tidak ada potensi pemajakan yang hilandgMauritius. Atas kondisi
tersebut, pendekatan ini kurang tepat untuk dajgsiamgkal praktikreaty shopping
di Indonesia. Walaupun begitu, jika negara yangupekan negara domisili adalah
negara yang mengenakan tarif normal, mekannel approactefektif menangkal
praktik treaty shoppingbahkan terhadap strategepping stone

Pada pendekatan ini harus juga dilihat mengenaial@asyang mungkin
timbul jika dimasukkan ke dalam P3B. Hal ini disekan karena masih belum
menggambarkan secara jelas mengenai biaya dan gmlaghsehingga berpotensi
menimbulkandispute Lebih lanjut,disputeyang mungkin muncul dapat berdampak
pada biasnya ketentuan usaha yang lggkijine business activjty

Pendekatan yang terdapat dalam OEC&mmentariessebagaimana yang
telah dijelaskan, merupakan pendekatan yang dapihdcara terbaik untuk
menangkal praktikreaty shoppingerdasarkan kesepakatan kedua negara. Tentunya
masing-masing negara akan berbeda dalam memilildegatan yang terbaik,
misalkan pendekatasubject to taxmerupakan pendekatan yang dapat secara efektif
menangkal praktiktreaty shoppingbagi Indonesia. Namun, hal ini memerlukan
persetujuan dari Mauritius, dan mungkin saja tiddiketujui oleh Mauritius
dikarenakan berbedanya kepentingan. Lebih langridpkatan tidak hanya diberikan
kepada negara untuk membuktikan suatu pratkélty shopping melainkan juga
kepada wajib pajak.
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Wajib pajak akan mencari pendekatan yang menguk&mdirinya, dimana
berdasarkan pendekatan tersebut dirinya harus iklipereduced rate Dalam
kaitannya dengan kasus PT.BCD, dirinya dapat mermg@n argumen yang
disediakan dalamlook trough approach ataupun alternative relief provision.
Akhirnya yang terjadi adalah saling mempertahanejumen antara wajib pajak
dengan negara yang memungut pajak, sehingga paadeR&ECD dalam menangkal
praktik treaty shoppingli Indonesia kurang tepat.

A.5. Analisis Pendekatan Limitation on Benefit Model dalam Menangkal

Praktik Treaty Shopping

Pendekatan lain yang dapat digunakan untuk menanglektik treaty
shoppingadalah dengan menggunakamitation on Benefi{LOB). LOB merupakan
pendekatan yang akan menangkal praktéaty shoppingmelalui pendekatan
qualified person Setiap penduduk yang ingin mendapatkesaty benefitharus
memenuhi satu dari serangkaian tes, di mana tesbigr merupakan alat uji bagi
residenttersebut.

Sederhananya, konsep LOB merupakan klausul dirtreasy benefitdapat
diberikan kepadaresident yang ingin mendapatkannya jika penghasilan yang
diperoleh dari sumber di negara mitra runding lerdari pelaksanaan usaha aktif
atau perdagangan. Jikapun hal tersebut tidak mdmemaka serangkaian tes dapat
diaplikasikan. Misalnya: (1) besaran penghasilataki dipakai untuk membayar
bunga, royalti atau kewajiban lain yang tidak b&raes manfaat P3B, (2) lebih dari
50% saham (baik yang mempunyai nilai maupun hakagtrarus dimiliki oleh orang
(terutama orang pribadi) WPDN baik langsung mauplak langsung.

Pendekatan LOB merupakan pendekatan yang jugaadisn oleh UN
Model dan OECD Model dan merupakan pendekatan yaeryediakan cara yang
komprehensif dalam menangkal praktikeaty shopping Pendekatan ini tidak
terdapat pada UN Model maupun OECD Model, namudafsat pada US Model
Pasal 22. Hal ini dilatar belakangi karena Ame@exikat merupakan negara yang
pertama kali memperkenalkan dan menerapkan LOBdeg P3B-nya.

Universitas Indonesia
Analisis peranan..., Anggi Padoan | Tambunan, FISIP Ul, 2008



79

Otoritas pajak Amerika juga percaya bahwa hamgaident yang sah
(legitimatg yang berhak mendapatkdreaty benefits oleh karena itu suatu P3B
haruslah mengandung ketentuan khusus untuk mencpgaggunaannya oleh
penduduk negara ketiga yang tidak berhak. Kondisijiuga digunakan untuk
mencegahiax treatymenjaditreaty with the world Selain itu, LOB digunakan oleh
Amerika untuk menutupi kelemahan ketenttr@aty residentnereka.

Pasal 22 dari US Model menetapkan klausuahitation on Benefit{LOB)
yang berisikan serangkaian tes yang dijadikan pedottalam pembuatan P3B antara
Amerika dengan negara mitra rundingnya. Ada pustegegersebut, disederhanakan
menjadi 5 macam kelompok tes berdasarkan padayayat mengaturnya. Tes-tes
tersebut antara lain adalah:

1. Ownership Test dan Base Erosion Test
Business Purpose Test
Exclusion Test
Competent Authority
Recognized Stock Exchange T&5t

a bk w0 DN

Tes-tes tersebut di atas merupakan pengembanganketantuan untuk
menangkal praktikreaty shoppingyang dikembangkan olefihe American Law
Institue™*® Ketentuan tersebut antara lain ialah pendekag@tial measures/ang
merupakan ketentuan yang melarang penggumaaty benefitkepada penduduk
yang merupakan entitas yang mendapatkan perlaktiemewa dari negaranya karena
karakteristik yang dimilikinya. Ketentuan ini merkilkesamaan denga@xclusion
approach. Pendekatan lain selain dari padpecial measuresntara lain adalah
principal approachdancomprehensive approach

Adapun yang dimaksud dengaprincipal approach adalah pembatasan
terhadap pemberiameaty benefikkepada pihak yang tujuan utama pembentukannya

hanya untuk mendapatkadreaty benefit.Pendekatan ini sama dengpendekatan

114 penguijian di sini hanya merupakan garis besar.ubgkinkan untuk menggali lebih
banyak lagi ketentuan yang memuat lebih banyakegesyang lebih rinci dan panjang. Hal ini
tergantung kepada kebutuhan tiap-tiap negara yamgadakan perjanjian.

115> Stef Van WheegeDp. Cit, hal. 224.
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bona fide provisionsdalam OECD Model. Sedangkan yang dimaksud dengan
pendekatarcomprehensive measuresdalah pendekatan yang memiliki kesamaan

denganlook trough approacldalam OECD Model dan digunakan secara bersamaan
dengan pendekatan yang mirip denghannel approach

Dari pendekatan-pendekatan tersebut, LOB berkeghbaamjadi serangkaian
tes yang mencerminkan pendekatan untuk menangkaty shoppingdengan
lengkap. Pendekatapecial measuresiemiliki kesamaan dengaxclusion tesyang
terdapat padarticle 22 US Model ayat (3point (b). Begitu juga pendekatan
principal approachdenganbusiness purpose teslan pendekatasomprehensive
approachdengarownership testlanbase erosion tests

Tes kepemilikan@wnership Tesgtterdapat dalam Pasal 4 ayat 2 US Model.
Maksud dari pada tes ini adalah orang sebagai piaag ingin mendapatkareaty
benefit harus dimiliki oleh penduduk dari negara tempdiaki tersebut berada.
Artinya jika suatu orang, katakanlah sebuah pemasmahdi negara domisili yang
karena transaksi bisnisnya timbiueaty benefit maka, perusahaan tersebut harus
dimiliki oleh orang pribadi atau badan yang jugarupakan penduduk dari negara
yang melakukan perjanjian.

Besarnya kepemilikan atau penguasaan biasanyar ddabesar 50% dari
saham, dan dimiliki oleh penduduk dari kedua negdeamun, tes ini belum secara
lengkap dapat menangkal praktileaty shopping dikarenakan tes ini tidak dapat
mengindikasikan terjadiny@eaty shoppinglan digunakan bersamaan dendaase
erosion test Ownership testmemiliki kesamaan dengan pendekataok trough
approachdalam OECD Model.

Maksud dariBase Erosion Tesadalah pengujian, yang mana membatasi
pemberiantreaty benefijika diberikan kepada orang yang merupakasidentdari
pada suatu negara yang mengadakan perjanjian, @iorang tersebut dimiliki (50%
atau lebih) oleh penduduk dari negara yang mengedaerjanjian namun
penghasilan (lebih dari 50%) yang diperolehnya nidgan untuk membayar
kewajiban (yang dijadikan biaya) kepada pendudukriagara yang tidak melakukan

perjanjian dengan negara sumber. Tes ini memilé&saknaan dengaonhannel
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approachyang ada di OECD Model, namun pada tes ini telédngkapi dengan
pemahaman seberapa besar kewajiban yang harusadiaay

Tes yang ketiga adaldlusiness purpose testang terdapat pada ayat 3. Tes
ini dapat terbagi lagi menjadi beberapa tes yampadaengikutbona fide approach
yang terdapat pada pendekatan OECD, dimana merangtijan yang spesifik, yang
dapat diplikasikan sesuai dengan kebutuhan daaraegang melakukan perjanjian.
Adapun secara umum, tes ini mencegah pembéeaty benefikepada pihak yang
tidak memiliki tujuan bisnis, dimana pihak tersebdibentuk hanya untuk
mendapatkartreaty benefit Pendekatan ini memiliki kesamaan dendmmafide
provisionsdalam penekatan OECD Model.

Sedangkanexclusion testsadalah tes yang berisikan pengujian untuk
pembatasan kepada pembetfizaty benefikepada entitas yang melakukan aktivitas
tertentu. Yang dimaksud dengan aktivitas tertertsefout dalam Pasal 22 adalah
perbankan, asuransi, dan kegiatan sekuritas. Dinagiatan tersebut hanya
diperkenankan kepada entitas tertentu, seperti,b@sikansi atau broker sekuritas
yang terdaftar. Di luar entitas tersebut, yang ikétan kegiatan perbankan, asuransi
atau kegiatan sekuritas, tidak diperkenankan umiekdapatkatreaty benefits.

Tes yang kelima diatur dalam Pasal 22 ayat (4Md8el. Maksud dari tes ini
adalah, jika suatu pihak yang tidak memenuhi tegpada tes-tes yang lain, namun
otoritas yang berwenang di negara domisili merekatasikan kepada otoritas yang
ada di negara sumber untuk dapat diberikaaty benefit maka treaty benefit
tersebut dapat diberikan kepadanya. Hal ini tehtot@rujuk kepada kesediaan dari
otoritas negara sumber untuk mau atau tidak maubeekantreaty benefit.

Tes yang terakhir adalalecognized stock exchangdimana pengertiannya
dikandung dalam ayat (5). Sederhananya, maksudterini adalalreaty benefit
dapat diberikan kepada pihak, biasanya berbentutarha yang merupakan
perusahaan yang tercatat dalam bursa yang disemdddatkedua negara. Amerika
merujuk kepada bursa NASDAQ, dan negara mitra rakrkgpada bursa yang ada di
negaranya. Dalam kasusnya Indonesia, bursa yanmakgn adalah Bursa Efek

Universitas Indonesia
Analisis peranan..., Anggi Padoan | Tambunan, FISIP Ul, 2008



82

Indonesia (BEI) yang merupakan gabungan dari BEfe#t Jakarta dan Bursa Efek
Surabaya.

Serangkaian tes yang dimiliki oleh US Model, seaaamum, tes-tes tersebut
dapat dikelompokan menjadi dua bagian besar, yagwsubjektif, dan tes objektif.
Hal ini bertujuan untuk dapat mengindikasikan winga kegiatartreaty shopping
terhadaptreaty yang disepakati oleh kedua negara. Alasan menbabai dibagi
menjadi dua kelompok besar adalah didasarkan paidgikan dari pada Wajib Pajak
yang ingin mengecilkan beban pajaknya, dimistais(tax administratio biasanya
sulit (ill-equipped untuk mengidentifikasi™®

Sehingga, diperlukan alat uji (tes), walaupuntsifa subjektif namun dapat
memberikan indikasi awal bahwa ada niat daripatiakptersebut untuk melakukan
praktik treaty shopping Melengkapi hal tersebut, dimana untuk menghiraark
penilaian yang melulu subjektif, maka diperlukais tg|ang dapat menghasilkan
penilaian yang objektif. Kedua tes tersebut digamakecara bergiliran sehingga
dapat menghasilkan penilaian yang baik.

Pengujian kepemilikan ogvnership tegt dan business connection tests
merupakan contoh dari pengujian subjektif. Walaupoegitu, pengujian ini
merupakan pengujian yang utama, kemudian diikuéhopengujian lain yang
merupakan pengujian objektif. Sehingga didapatl lyasig jelas mengenai niat dari
pihak yang ingin mendapatkareaty benefit Atas dasar hal ini, dapat dikatakan
bahwaLimitation on Benefitmerupakan serangkaian tes untuk menangkal praktik
treaty shoppingang sifat dari ketentuan LOB adalah pencegahan.

Pengujian melalui LOB merupakan pengujian kepadwakp yang ingin
mendapatkatreaty benefitdengan melihat kualifikasi dari pihak tersebw@ngujian
ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pihak terseimak digunakan sebagai
conduit company yang ditugaskan untuk menyalurkaimeaty benefit yang
diperolehnya hanya karena status legal yang dimylé Hal ini mengingat bahwa

kegiatan treaty shoppingtimbul akibat adanya perusahaamermediary antara

116 Technical Explanation to the United States Modebme Tax Conventior20 September
1996.
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negara-negara yang melakukan perjanjian denganranegatiga yang tidak
melakukan perjanjian.

Dapat dikatakan, bahwa LOB secara tidak langsuaguma juga untuk
menentukarbeneficial owneratas penghasilan yang timbul. Dilihat di sini athal
kedudukan daribeneficial owner atas penghasilan yang timbul. Kondisi ini
menentukan apakabeneficial ownertersebut berhak untuk mendapakiaeaty
benefityang terkandung dalatax treaty

Dalam kaitannya dengan penghasilan yang berupaabudeviden, dan
royalti, pihak yang menerima pembayaran akan meailapreduced ratgika pihak
tersebut merupakdmeneficial ownerPermasalahannya adalah makna blaneficial
owner sampai saat ini belum memiliki kejelasan, baik gara ahli maupun hukum
dari sebuah negara. Makhaneficial owneterhadap bunga, dividen, dan royalti oleh
US Model diartikan secara sederhana, yaitu selpalgak yang merupakan penduduk
dari negara mitra perjanjidh’

Pengertian ini tampaknya sederhana, namun dendanya LOB makna
tersebut menjadi jelas, yaitoeneficial ownermerupakan penduduk negara mitra
yang bukan merupakaronduit companySehingga pada dasarnya dalam membatasi
suatutreaty benefitpengertian mengenbeneficial ownesangat diperlukan, namun
dengan adanya pemaknaan yang berbeda-beda tentakem menimbulkan
ambiguitas, namun hal ini dapat disederhanakanlmeél®B sebagai klausul yang
menguji pihak yang ingin mendapatkaeay benefit.

Bagaimana tepatnya LOB dapat menangkal prakei&ty shoppingerhadap
suatu kasus? Berikut akan diujikan tes yang tetddpkam Limitation on Benefit
terhadap kasuseaty shopping/ang dilakukan PT.BCD. Pengujian tersebut diambil
daripada Pasal 22 US Model dan diasumsikan dalaB IR8onesia-Mauritius
memiliki klausul LOB.

Tes pertama yang digunakan adalah subjektif ta&) pusiness purpose test.
Dengan kajian kasus PT.BCD yang membentuk BCD.dé&h BCD.Ltd mencoba
untuk mendapatkartreaty benefitdari Indonesia. Maka atas tes tersebut, dikaji

117 Technical Explanatioribid.

Universitas Indonesia
Analisis peranan..., Anggi Padoan | Tambunan, FISIP Ul, 2008



84

apakah BCD.Ltd sebagai pihak yang ingin mendapatkaaty benefitmemiliki
tujuan subtantif bisnis?

Menjawab pertanyaan tersebut, dilihat kembali Hepakta bahwa BCD.Ltd
tidak memiliki tujuan apapun selain memgerpose penghasilan bunga yang
diterimanya dari PT.BCD untuk kemudian dibayarkas bdondholder BCD.Ltd
memiliki 4 susunan direktur, 2 berasal dari pendtuithdonesia, dan lainnya berasal
dari Mauritius sendiri. Lebih lanjut, BCD.Ltd tidakemiliki karyawan lain selain
dari susunan direktur tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut, BCD.Ltd tidak dapaédimbangkan melakukan
kegiatan bisnis aktif atau perdagangan. Untukdiégpat disimpulkan bahwa BCD.Ltd
tidak lolos dari pengujian. Sehingga implikasi yaegadi adalah BCD.Ltd tidak
dapat diperkenankan untuk mendapatkasuced rateyang disediakan dalam P3B
jika tes yang lain tidak dapat dipenuhi. Hal inngaerlaku sama terhadap skema yang
diajukan oleh Bank FGH, sebagaisteedari bondholder yaitu dengan mendirikan
perusahaan serupa yaitu X.BV, untuk menggantikadekan dari pada BCD.Ltd.

Meskipun demikian, BCD.Ltd harus melewati tes yaag. Tes yang
berikutnya adalalownership testlanbase erosion testplikasi dari pengujian ini
adalah kedua tes tersebut harus dipenuhi secasarbaan. Melihat kepada kondisi
yang dialami oleh BCD.Ltd, dimana penghasilan buggag diterima kemudian
dibayarkan kembali kepadeondholder

Kondisi ini mengakibatkan penghasilan bunga yarigricha kemudian
dibayarkan kepadbondholdermengakibatkan pembayaran tersebut dijadikan biaya.
Pembayaran tersebut juga dibayarkan keeaaaholderyang merupakan penduduk
dari negara yang tidak mengikat perjanjian dengaonesia. Atas kondisi tersebut,
pengujianbase erosionidak dipenuhi oleh BCD.Ltd.

Berdasarkarownership testdimana BCD.Ltd merupakan perusahaan yang
100% kepemilikannya dikuasai oleh PT.BCD yang makap penduduk dari
Indonesia dan saham PT.BCD diperdagangkan di Blafsk Jakarta Recognized
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Stock Exchange Te3ts'® Kondisi demikian memenuhi syarat bagi BCD.Ltd &ef@p
ownership testNamun, sebagaimana telah disebutkan bahwa panguiji bersifat
digunakan secara bersamaan dengase erosion testsatau secara kumulatif.
Sehingga, jika salah satu tidak terpenuhi walaugang lain terpenuhi tetap
dikatakan tidak lulus pengujian. Dalam hal ini, BCfd tidak memenuhi persyaratan
base erosion testanownership test.

Tes yang berikutnya adalabmpetent authorityest. Sebagaimana yang telah
disebutkan, dalam tes ini pihak otoritas pajak regdomisili memberikan
rekomendasi kepada pihak otoritas negara domiddlam kasus BCD.Ltd dimana
berkedudukan di Mauritius, yang mana merupakanraegang memberikan banyak
keuntungan terhadap Wajib Pajak Luar Negeri selainggenjadi salah sattax
heaven countryTentunya logis jika pihak otoritas Mauritius meantu wajib pajak-
nya untuk menerbitkan rekomendasi kepada otoriggakplndonesia agar dapat
diberikantreaty benefitbagi BCD.Ltd.

Keputusan pemberiaineaty benefitdiserahkan kepada negara sumber dalam
hal ini Indonesia. Tentunya yang sulit dalam tasadalah kedudukan Indonesia,
karena pertimbangannya yang lebih jauh adalah kepadbungan kedua negara.
Namun, dalam kerangka pemikiran LOB, dirujuk kepdddonesia untuk tidak
memberikantreaty benefitsHal ini disebabkan karenaimitation on Benefitahir
dari pemikiran untuk mencegah penyalahgurtaarireatyatautreaty abusderutama
terhadap masalaheaty shopping.

Melihat kepada pembukaan Pasal 22 US Model, dikatauntuk melihat
bahwatax treatydapat disalahgunakan oleh negara ketiga, sehilagg@ieatyharus
memuat ketentuan untuk menangkal penyalahgunasebigr Lebih lanjut dikatakan,
bahwatreaty benefityang dikandung dalatax treatyuntuk diberikan kepada setiap
penduduk berarti memberikan izin kepada pendudganaeketiga untuk melakukan

treaty shopping Dapat disimpulkan, dalam kaitannya dengan aplikiasi LOB,

118 pT BCD merupakan perusahabisted yang tercatat di bursa Indonesia, pada saat itu
bernama bursa efek Jakarta. Kemudian bergabungémetengan bursa efek Surabaya dan berganti
nama menjadi Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008.
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Indonesia haruslah memegang prinsip yang ada daganbukaan Pasal 22, sehingga
Indonesia tidak perlu memberikeeduced ratekepada BCD.Ltd.

Kasustreaty shoppingyang diujikan melalui LOB memperlihatkan bahwa
tidak ada satupun tes yang dipenuhi bagi BCD.L&thir®ga dapat dikatakan bahwa
BCD.Ltd bukanlah merupakan penduduk yauglified untuk mendapatkareduced
rate. Lebih dari itu, pembahasan menggunakan LOB dayeaiunjukkan pihak yang
menjadi beneficial ownerdan tempat kedudukannya. Hal ini dapat dilihat dari
penggunaaibase erosion testimana pembayaran bunga tersebut dibayarkan &epad
negara ketiga yang tidak memiliki P3B dengan Indane

Dapat disimpulkan di sini, LOB hanya memberikizeaty benefitkepada
penduduk tertentu, yaitu penduduk yang memenuterai berdasarkan serangkaian
tes yang terdapat dalam LOB. Tidak hanya itu, penggn LOB juga memberikan
kepastian hukum terhadapeneficial ownerdan kedudukannya. Dimana, LOB

mendefinisikarbeneficial owneberdasarkan implementasinya.

Pandangan Surahmat mengenai pendekatan LOB dab @&#lah:

“Pendekatan LOB dalam menangkal praktreaty shoppingsecara

substantif memiliki kesamaan dengan pendekatan yeaey dalam

OECD Model.***

Terletak beberapa perbedaan yang dapat berimplpada penerapannya. Dalam
pendekatan yang umum, LOB berisikan serangkaigndiesmna terhadap penduduk
yang ingin mendapatkaneaty benefidiharuskan memenuhi salah satu tes tersebut.
Dapat diartikan di sini, bahwasannya LOB merupakmmdekatan yang lebih
komprehensif.

Berbeda dengan pendekatan LOB, pendekatan OECDuateampat klausul
dalam membatasi praktikeaty shoppingNegara yang melakukan perjanjian dapat
memilih pendekatan mana yang paling baik untuk ddpunakan, sebab OECD
sendiri tidak memberikan rekomendasi pedekatan nyamg paling baik. Dapat

119 Wawancara Rahmanto Surahmat, Praktisi Perpajdkax,Partner Ernst&Young, dan
Prasetio, Sarwoko dan Sandj&gansulf (Kantor Ernst&Young, Gedung BEI, Jakarta), tandgefh
November 2008, pukul 15.30 sampai dengan 16.00.
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dikatakan di sini, pendekatan yang disarankan Q&CD merupakan pendekatan
yang parsial, dibedakan dengan LOB secara umum gaamgiliki substansi empat
pendekatan OECD yang terangkai satu sama lain.

Beberapa pendekatan OECD tidak dapat menangkkiikpteeaty shopping
dengan strategstepping-stone Sehingga pendekatan OECD hanya dapat berlaku
pada kasus-kasus tertentu, tidak secara umum dapaangkaltreaty shopping.
Sedangkan dalam pendekatan LOB, melalui atau tidalalui strategistepping-
stone praktiktreaty shoppinglapat ditangkal.

Implementasi dari pendekatan OECD diterapkan keki&aus yang telah
terjadi untuk dapat ditangkal. Ketika kasus tel@mjatdi, kedua negara dapat
menyepakati pendekatan mana dalam OECD dapat diganaNamun, dalam
pendekatan LOB sebagai pengujian untuk menentakiahified residentsehingga

treaty shoppinglapat dicegah sebelum terjadi.

B. Kendala yang ditemukan dalam Pencantuman Limitation on Benefit
Dalam Tax Treaty Indonesia sebagai Penangkal Praktik Treaty Shopping.
Praktik treaty shoppingnerupakan suatu skema yang tidak sepatutnya untuk

dilakukan, sebab hal ini berdampak pada hilangmfansi penerimaan suatu negara.

Hilangnya potensi penerimaan negara dikarenakaggoeraan P3B oleh pihak yang

sebenarnya tidak ditujukan melalui P3B, hal iniatdperakibat pada hilangnya asas

eksklusifitas. Kondisi ini membawa suatu P3B antai negara dengan negara lain
menjadi suatu negara dengan dunia.

Tak pelak kondisi tersebut harus segera ditan@aah satu cara yang dapat
digunakan adalah dengan menyematkan LOB pada deBBpyang berlaku antara
Indonesia dengan negara mitra. Namun hingga sgatlan 57 negara mitra yang
menutup P3B dengan Indonesia, Indonesia memilikuddl Limitation on Benefit
hanya terbatas kepada P3B dengan Amerika. Hal iteinghrai karena masih

banyaknya perbedaan pandangan diantara para ahli.
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B.1. StatusTreaty Shopping

Perjanjian penghindaran pajak berganda atau yssepudli dengatax treaty
bertujuan untuk mengakomodir kegiatan usaha dalakapan lintas batas negara.
Hal ini dilakukan karena banyaknya halangan dalagidtan tersebut. Salah satu hal
yang menjadi halangan adalah pengenaan pajak.

Pengenaan pajak merupakan hak yang dimiliki oldduae negara. Dalam
kaitannya dengan kegiatan usaha lintas batas, meka timbul potensi bentrokan
antara dua negara yang memiliki hak untuk memajeddikait hal itu, akan ada dua
kondisi yang terjadi, yaitu terjadi pengenaan pdjekganda, atau tidak akan terjadi
pemajakan sama sekali.

Pembuatan P3B bertujuan untuk menangkal kondistHkotersebut. Namun
pembuatan P3B justru menimbulkan terjadinya pertgivten pajak dengan
memanfaatkan P3B yang dibuat. Hal yang paling geterjadi adalahtreaty
shopping Tentunya hal ini merupakan tindakan yang tidglagsgnya improperuse
dilakukan oleh Wajib Pajak. Ketidakpatutan tersedajpat digolongkan menjadi dua
bentuk, yaitu sebagai bentuk penyimpangamsygs¢, dimana treaty shopping
tersebut tidak melanggar ketentuan yang ada. Senagriientuk yang lain adalah
bentuk yang merupakan suatu tindakan yang masu#lalem ranah pelanggaran
(abus@, dimana terjadinya pelanggaran ketentuan hukum.

Wajib Pajak mempersiapkan skerreaty shopping sehingga bagi dirinya
mendapatkan keuntungan yang lebih besar atas sameiiif yang disediakan oleh
P3B. Berbekal pada tujuan dari P3B, yaitu menghinglengenaan pajak berganda,
ataupun menghindari jangan sampai sebuah trantidk&i dikenakan pajak sama
sekali, maka penggunadreaty shoppingyang bertujuan mendapatkan keuntungan
dari suatutreaty, dimana atas penggunaan tersebut dirinya mendapagngenaan
pajak yang lebih kecil atau bahkan tidak dikengkajak sama sekali. Tentunya dapat
dilihat bahwa, tujuan darireaty shoppingberbeda dari tujuan pembentuk&ax
treaty, maka hal ini dapat dikatakan sebagaaty abuse

Lebih lanjut, OECD memperkenalkanGuiding Principle dalam

menterminologikan praktilteaty abuse
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A guiding principle is that the benefits of a daulbdxation convention
should not be available where a main purpose fdemmg into certain
transactions or arrangements was to secure a max@urable tax
position and obtaining that more favourable treainen these
circumstances would be contrary to the object andppse of the
relevant provisions-*°

Pada prinsipnyareduced rateyang disediakan dalantax treaty tidak
diperkenankan untuk diberikan ketika sebuah tujusama dalam melakukan
transaksi atau perencanaan adalah untuk mendapatigisi pajak yang paling
menguntungkan. Atas hal tersebut, transaksi yanigkukan tidak sejalan
(berkebalikan) dengan maksud dan tujuan tecitreatytersebut. Oleh karena itu,
transaksi atau pengaturan yang dilakukan terselapiatddikategorikan sebagai
tindakantreaty abuse.

Terdapat persamaan yang jelas mengaeaity shoppingdantreaty abuse
Treaty shoppingerkait dengan situasi dimana seseorang mempenosetiaat dari
treaty tanpa memiliki hak untuk mendapatkan manfaat benseSedangkarnreaty
abuse,mengacu pada situasi dimana pada transaksi terteatkebalikan dengan
tujuan daritax treaty Salah satu daripada transaksi tersebut adiaty shopping

Alasan yang menguatkan juga didapat dari Pas&hxltreaty model*?
Dikatakan bahwa perjanjian pajak yang disetujuiybaherlaku kepada penduduk
dari negara yang melakukan perjanjian, dan kepadbeghak ataseduced rateyang
disediakan dalantreaty yang disetujui.Treaty shoppingelas menunjukan bahwa
yang memperoleh manfaat bukanlah penduduk dari raegang melakukan
perjanjian, melainkan penduduk dari negara ketigiagytidak mengikat perjanjian
dengan negara sumber.

Hasilnya, dengan adanyleaty shoppingmaka negara yang mengikat
perjanjian akan dirugikan. Bagi negara sumber, garu yang dialami adalah
hilangnya potensi pemajakan dan hal inipun bertzdgi negara domisili. Namun hal

ini dapat diaplikasikan jika negara domisili dangae sumber memiliki asas

120 OECD Commentary, article 1, par. 9.5
121 pasal 1 dari OECD Model, US Model, dan UN Modedlatl identik.
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pemajakan yang sama, yaitu asas domisili dengah pamajakan yang normal,
dimana tidak ada perbedaan tarif yang besar anegara domisili dan sumber. Hal
ini tentunya tidak berlaku bagi negara domisili ganenerapkan tarif pajak rendah
(low tax regimg atau tidak mengenakan pajak sama sekali, danraegmng
menganut asas teritorial.

Terhadap negara yang menganut asas yang membéakgak keuntungan
kepada Wajib Pajak Luar Negeri. Yang mana atas #sasbut, biasanya disebut
sebagai negara surga pajak atax heaven countryKaitannya dengan Indonesia
adalah seharusnya tidak mengikat perjanjian pekpajadengan negara tersebut.
sebagaimana yang diungkapkan oleh Hutagaol:

“Indonesia tidak seharusnya mengikat perjanjiangdannegaraax

heaven Karena lebih banyak menimbulkan kerugian jika

dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh Indari&si

Skema treaty shopping sebagaitreaty abuse atas reduced rate yang
disediakan pada penghasilan bunga, deviden, daaltirgyga dilandasi dengan
argumen yang lain. Adapun argumen tersebut diperdeEengan menelaah OECD
Commentaryyang diatur pada Pasal 11, 12, dan 13 tentangabhuwheyiden, dan
royalti yang mengatakan bahwaduced ratehanya ditujukan kepadbeneficial
owner atas penghasilan tersebut. Pihak yang mendapa#dduced ratetersebut
bukan merupakan pihateneficial owner melainkan pihak dari negara ketiga yang
tidak mengadakan perjanjian dengan negara sumbau, raelakukan perjanjian
dengan negara sumber, namun dengan pengenagrajakifyang lebih tinggi.

Berdasarkan argumen tersebutteaty shopping merupakan praktik
pencideraan atasreaty atau treaty abuse Dimana praktik tersebut membawa
kerugian bagi negara domisili maupun negara sumbeas kerugian yang
ditimbulkannya, pertanyaan menjurus kepada relewsanrsy penting, yaitu apakah
treaty shoppingnerupakan sebuah tindakan yang menyalahi atunag lyakan lagi

dianggap sebagai penyimpangan, namun harus sudaiggdip sebagai tindakan

122 \Wwawancara John Hutagaol, Guru Besar Ekonomi PesbaKapala KPP Tebet,
(KPP Tebet, Jakarta), tanggal 18 November 2008,ld.k 45 sampai dengan 13.20.
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kriminal? Dapat dicontohkan di sini, jika ditilikad ketentuan domestik yang
dimiliki oleh negara Swiss, bahwa skema yang mewptaeaty abuseadalah skema
yang mendapatkan porsi paling besar desaty benefityang ditujukan secara
langsung atau tidak langsung kepada orang yemgqualifieduntuk mendapatkan
treaty benefitersebut?®

Lebih lanjut, Hutagaol mengatakan:

Jelas bahwdreaty shoppingmerupakantreaty abuse dan hal ini
adalah perbuatan kriminal. Terjadi bukan lagi saba@entuk
ketidaksengajaann¢deligeny yang masuk dalam kategomisuse
namun sesudah secara jelas dan nyata untuk meadacarhal
tersebut?*

Perlu diperhatikan adalah pernyataan kriminal gieektik treaty shoppingdan
implikasinya adalah sanksi pidana. Artinya, praktéaty shoppingmenjadi salah
satu mekanisméax evasion dimana praktik ini tidak memenuhi persyaratangyan
legal. Atau setidaknya merupakan kategori daacceptable tax avoidance
Pendapat yang diungkapkan oleh Hutagaol tidakasejdengan pemikiran
Surahmat. Bahwasannya selama masih dalam keteiggah sebagaimana yang
dipersyaratkan oleh ketentuan domestik thantreaty maka praktikreaty shopping
merupakan praktik yang sah. Praktik yang masihaej@engan koridor hukum yang
ditentukan, dimana tidak ada ketentuan yang dilandglam praktikreaty shopping

Skema treaty shoppingadalah bentuk penghindaran yang sesuai
dengan ketentuatreaty, serta memenuhi persyaratan yang diminta
oleh negara sumbeifTreaty shoppingbukan abuse Karena pada
dasarnya dilakukan dalam kerangka yang legal, sefadak diatur,
maka tidak salah untuk dijalankan. Jabnleaty shoppinghanyalah
sebuahtax planningyang dibuat sesuai dengéeaty yang berlaku.

123 Negara Swiss adalah negara yang mengenakan &l pang rendah, dan memberikan
banyak kemudahan bagi Wajib Pajak Luar Negeri. Glelhagian negara menyatakan bahwa Swiss
adalahtax heaven countryHal ini dilandasi karena Swiss sering dijadikampat pendiriarf€onduit
company karena memiliki banyak jaringan P3B dengan negaopa yang mengenakan pajak atas
penghasilan pasif sampai dengan 0%. Walau begitissSmenerapkan aturan untuk mencegah
terjadinya treaty abuse Stephan Baumann,SWitzerland Unilateral and International Measures

Against Treaty Abuse International Corporate Tax Bulletin  hal. 2,
http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/bulketunil_inter_meas_final.pdf. Diunduh pada 20
Nopember 2008.

124 Wawancara John Hutagaol, Guru Besar Ekonomi Pasbakepala KPP Tebet,
(KPP Tebet, Jakarta), tanggal 18 November 2008,ld.k 45 sampai dengan 13.20.
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Jika tidak setuju bahwieaty shoppingadalahtax planningtentunya
kita tidak memerlukan 5tax treatyyang ditutup oleh Indonesi&?

Pendapat Surahmat senada dengan pendapat yarsy roiascul dalam
persidangan perpajakan di Inggris pada awal '80danana sering dikatakan bahwa
selama wajib pajak melakukan itu (penghindarankpajalam koridor hukum, tidak
ada hal yang salah tentang itfi.Perencanaan pajak attax planningmerupakan
bagian daripada mekanisme penghindaran pajak yasmgamfaatkan kelemahan-
kelemahanl¢opholg peraturan perpajakan. Goyette juga berpendapgbhg sama,
bahwatreaty abusebukanlah sebuabtex evasion melainkan masuk ke dalatax
avoidance'®’ Maka treaty shoppingmerupakan skema yang meminimalkan beban
pajak berdasarkan kelemahan-kelemahan yang terdafaantax treaty'® terhadap
hal tersebut, Gunadi juga memiliki pandangan:

“Treaty shoppingnerupakarreaty miss-use.”!*

Kajian teori menunjukan tentang adaraggressive tax plannindanpassive
tax planning Dalam kaitannya dengameaty shoppingtreaty shoppingdikatakan
sebagaiactive tax planning karena secara nyata terlihat usaha dan perbuatan
langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dentyguan untuk menghindari
pajak* Juga disebutkan adanyeceptable tax avoidancdan unacceptable tax
avoidance Walaupun beberapa negara mengenal bamaaceptable tax avoidance
danaggressive tax planningebagai sebuah tindakan yang melanggar hukum,mamu
di Indonesia tidaklah dikenal kedua hal tersebuimada Indonesia tidak

mengaturnya. Indonesia hanya memiliki ketentuamg yaamaknatax evasion

125 \Wawancara dengan Rachmanto Surahmat, 21 Nover@ber 2

126 v/ictor Turonyi, ‘Rules in OECD Countries to Prevent Avoidance ofpOmate Ta%,
http://www.mof.go.jp/english/soken/jst2002p3.pBiunduh pada 17 Oktober 2008.

127 Nathalie Goyette, Tax Treaty Abuse: Second Look”, Canadian tax Joyrival. 52,
No.2, 2003. hal, 766.

128 |man Santoso, Advance Pricing Agreemerdan problematikatransfer pricing dari
perspektif perpajakan Indonesidyrnal Akuntansi dan Keuangawol. 6, No.2, November 2004, hal.
124.

129 Wawancara Gunadi, Mantan Dirut Pemeriksaan daryifikan Pajak Dirjen Pajak
Depkeu, Guru Besar Program Ilmu Administrasi FIBIP{Gedung PPATK lantai 4, Juanda, Jakarta
Pusat), tanggal 6 November 2008, pukul 15.00 sadgragan 15.30.

130 ‘Waluyo, Perpajakan Indonesia: Pembahasan SesuamjamleKetentuan Perundang-
undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Peapaja@kbaru. Edisi 6. Buku 1(Jakarta: Salemba
Empat, 2006), hal. 13.
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Dalam kaitannya dengamreaty shopping hal tersebut adalah sebuah
mekanisme penghindaran pajak, di Indonesia tidak kategori apakalireaty
shoppingmasuk sebagainacceptable tax avoidanaauaggressive tax planning
artinyatreaty shoppingoukanlah suattax evasionyang dapat menimbukan sanksi
pidana, melainkan hanya sebuah mekanisme penghmdaajak. Dalam hal ini,
treaty shoppingadalah suatu tindakan yang tidak sejalan derigantreaty yang
dibentuk, namun bukan berattieaty shoppingadalah sebualax evasionyang
mengakibatkan sanksi pidana. Selama tidak diatawa#reaty shoppingadalah hal
yang salah secara hukum, maka penggureeaty shoppingtidak diperkenankan
untuk dibatasi.

B.2. Perbedaan Pandangan ter hadap Pengatur an Beneficial Owner

Pengaturan mengenéeneficial ownertelah diatur dibanyak negara. Contoh
yang dapat diberikan di sini adalah Inggris, Amari#an Indonesia. Masing-masing
negara berpandangan bahwa konbepeficial ownerperlu untuk diatur, karena
sangat diperlukan dalam menangkal prakglaty shopping.

Pengaturan yang dilakukan oleh banyak negara, upata dapat ditarik
benang merahnya, tetap saja terdapat perbedaamitiahtunya dapat berimplikasi
pada implementasinya di lapangan. Artinya akanaderdispute yang dapat
mengakibatkan ambiguitas dan tidak adanya kepastigdum. Untuk itu timbul
wacana untuk menentukabeneficial ownermelalui pemaknaan yang bersifat
universal, dimana negara-negara di dunia memikisaknaan intepretasi atas makna
tersebut. MengingaBeneficial Owneradalah suatu bahasa internasional, maka
pengaturannya harus dilakukan secara internasional.

Diperlukan kesepahaman pandangan secara interafsgghingga
konsepbeneficial owneradalah satu adanya, hal ini berakibat pada
jelasnya implementasi di lapangan, sehingga mudgh\Wajib Pajak
maupun fiskus dalam menjalankan ketentuan tersebuttidak akan
adadisputeyang muncuf*

131 Wawancara John Hutagaol, Guru Besar Ekonomi Pasbakepala KPP Tebet,
(KPP Tebet, Jakarta), tanggal 18 November 2008,ld.k 45 sampai dengan 13.20
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Senada dengan hal tersebut, kaseaty shopping®T. BCD mengakibatkan
otoritas pajak di Inggris menerapkan ketentuan laahwnyabeneficial owneharus
dimaknai dalam konteks internasionadtérnational meaning Dalaminternational
tax meaningerdapat kesepahaman di antara negara-negara deamknai konsep
beneficial ownerLebih lanjut, jika dikaji dalam Pasal 10, 11, dh OECD Model
mengenaibeneficial owner OECD Model sebagai klausul yang diterapkan dalam
sebuah perjanjian pajak antara satu negara derggaranlainnya, yang merupakan
cakupan internasional maka memang tepat jika tetdgengaturan mengenali
beneficial owneang berlaku secara internasional.

Pendapat ini tidak sejalan dengan pendapat Gukigdfigingat bahwa OECD
adalah representasi dari negara maju yang kecemglraya berpihak pada
keuntungan negara maju. Hal ini dilandasi oleh gpasegara maju sebagai pihak
capital exporting countriesApabila pengaturannya diserahkan kepada pengatura
internasional, maka akan ada sebagian negara yantuigkan dan ada sebagian
negara yang dirugikan.

Suatu pendefinisian dalam konteks pemajakan, tii#gdat begitu saja
diberikan kepada negara lain (internasional) untekdefinisikannya.
Dalam konteks ini, selalu ada perbedaan kepentiragagara suatu
negara dengan negara lainnya, dimana kepentingaebté¢ melekat
kepada hak pemajakan dan potensi penerimaan. Urituk
pendefinisian lebih baik diserahkan kepada masiaghmg negara
yang membuat perjanjidi?

B. 3. Treaty Shopping terhadap Foreign Direct | nvestment

Pendefinisian dalam suatu konteks internasionatrtligan perhatian yang
lebih khusus. Dimana selalu ada perbedaan kepantingang mengakibatkan
sebagian negara diuntungkan dan sebagian lainikiirugSehingga perlu ditelaah
posisi tawar yang dimiliki masing-masing negaraa jilefinisi tersebut dimaknai
dalam konteks internasional. Penting juga untuladhsi bahwa dalam konteks

perpajakan, praktikeaty shoppingnenghilangkan potensi penerimaan pajak, namun

132 Wawancara Gunadi, Mantan Dirut Pemeriksaan daryifikan Pajak Dirjen Pajak
Depkeu, Guru Besar Program Ilmu Administrasi FIBIP{Gedung PPATK lantai 4, Juanda, Jakarta
Pusat), tanggal 6 November 2008, pukul 15.00 sadgajan 15.30.
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di luar konteks tersebuteaty shoppingustru meningkatkan atau menarik investasi
asing untuk masuk ke dalam negeri.

Treaty shoppingpada dasarnya memang menghilangkan potensi
pemajakan, namun di sisi lain bahtvaaty shoppinguga membuka
kesempatan yang lebih besar bagi investasi dari dntuk masuk.
Sehingga secara makro memberikan penerimaan yhilgdesar dari
penerimaan pajak>

Keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Imdéngenai praktikkreaty
shoppingyang terjadi atas kasus Azhadi Bachao Andolan/amat sejalan dengan
pendapat Gunadi, bahwa dikemukakan dalam pembuykatasan tersebut, yaitu: “di
negara berkembang (Indi&eaty shoppingmerupakan insentif pajak untuk dapat
menarik modal asing atau teknolodi® Lebih lanjut, bahwa ekonomi India akan
lebih rendah tanpa adanya P3B India-Mauritius yarama P3B tersebut berisikan
ketentuan yang tidak membatasi praktikaty shopping Sehingga perlu dilihat
secara menyeluruh mengenai keuntungan yang dipetadbonesia, apakah lebih
untung mengejar potensi penerimaan pajak atau rjangetensi penerimaan yang
mungkin saja dapat lebih besar dengan addreaty shoppingyang memancing
masuknya investasi dari luar sehingga terjadi donefek terhadap pertumbuhan
ekonomi Indonesia.

Tidak sejalan dengan pemikiran Gunadi, Hutagaolguegkapkan pendapat
yang berbedalreaty shoppingnengakibatkan timbulnya ketidakadilan, dimana akan
terdapat perlakukan yang berbeda ketika dua oraglgkmkan transaksi yang sama
dalam cakupan internasional, dimana salah satugorarsebut melakukatreaty
shopping dan atas transaksi tersebut dirinya lebih diugitan daripada yang lain.
Ketidakadilan yang timbul berdampak pada ketidakpashukum dan hal ini
merupakan faktor utama yang dikeluhkan investargasrhadap Indonesia.

Treaty shoppingadalah suatu isu yang harus diperjelas, baineaty
shoppingmengakibatkan biasnya kepastian hukum. Dimana akan

133 Wawancara Gunadi, Mantan Dirut Pemeriksaan daryifikan Pajak Dirjen Pajak
Depkeu, Guru Besar Program Ilmu Administrasi FIBIP{Gedung PPATK lantai 4, Juanda, Jakarta
Pusat), tanggal 6 November 2008, pukul 15.00 sadgragan 15.30.

134 Financial Service Commision, “Indian Supreme Cdipholds the India-Mauritius Tax
Treaty” http://www.gov.mu/portal/sites/ncb/fsc/judge.himilunduh pada 28 Agustus 2008.
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ketidakadilan yang timbul jika kita membiarkaneaty shopping
berlanjut. Hal tersebut tentunya berdampak padawabhukum itu
sendiri sehingga timbul ketidakpastian hukum. Itegisakan kondusif
jika kita bisa memberikan kepastian hukum Jika ki@rkan hal ini
(treaty shoppinyg terjadi, maka yang masuk ke dalam investasi kita
adalah investor-investor nakal yang tentunya tidakmberikan
keuntungan apapun bagi Indone'$a.

Ketidakpastian hukum akan menjadi pukulan ballka jtreaty shopping
dibiarkan terus-menerus, dimana akan berujung padaomi dalam negeri sendiri.
Investasi yang dilakukan dengan pengenaan pajak lgdih kecil atau bahkan tidak
mengenakan pajak sama sekali berimpikasi pada giamdikro Indonesia.

Kondisi ini terjadi ketika 750 perusahaan asing fMselama 5 tahun
berturut-turut tidak membayar pajak ke negara. Sgkkn di sisi lain Indonesia
membutuhkan pemasukan yang cukup dalam membiayaep&rannya, dimana
pemasukan utama didapat melalui penerimaan pajaikgbya wajib pajak dengan
kemampuan yang terbatas dipaksa untuk membaysdk. pégadisi dapat dibuktikan
dengan program pemerintah yang melakukan eksteasifivajib pajak.

Dapat diartikan di sini, maksud dari Hutagaol adaleajib pajak dengan
kemampuan yang besar tidak membayar pajak, sedangkgib pajak dengan
kemampuan terbatas dipaksa untuk membayar pajakadi&io ini tentunya
menimbulkan kekecewaan yang berdampak pada rasdildtea Pilihan yang
bijaksana bagi pemerintah adalah memasukan klgasg dapat menangkal praktik
treaty shoppingdan LOB merupakan pilihan yang tepat.

Pendekatan LOB berisikan tes-tes untuk menentukaalifikasi dari
penerimatreaty benefit Tes-tes yang terdapat di dalamnya dapat disesua&ngan
kebutuhan. Misalkan terhadap negara yang merupeddampok negarsax heaven
LOB yang komprehensif dapat diterapkan. Namun t&rhanegara dengan sistem
perpajakan yang normal, LOB tidak diperlukan se¢amaprehensif. Selama kedua

negara mampu dan setuju untuk membatasi pemMteeiay benefit

135 Wawancara John Hutagaol, Guru Besar Ekonomi Pasbakepala KPP Tebet,
(KPP Tebet, Jakarta), tanggal 18 November 2008,ld.k 45 sampai dengan 13.20
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